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ABSTRAK 
 
EKA DANA PRILIA, NIM B11108872, Pelaksanaan Perjanjian Riba di 
Kabupaten Pangkep, dibimbing oleh Bapak Anwar Borahima selaku 
Pembimbing I dan Ibu Nurfaidah Said selaku Pembimbing II. 
Penelitian ini bertujuan untuk (1) praktik perjanjian riba di 
Kabupaten Pangkep; (2) upaya perlindungan Hukum Bagi Pihak Debitor; 
dan (3)  Sikap dan pandangan Hakim tentang Perjanjian Riba. 
Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Pangkep. Penelitian ini 
dilakukan dengan cara observasi dan wawancara lalu data dianalisis dan 
disajikan secara deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) 
Praktik perjanjian riba di kabupaten Pangkep mempunyai karakteristik 
yakni, tidak terklasifikasinya praktik kredit, Besarnya bunga melebihi 
standar yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan bervariasi sesuai 
dengan besarnya nominal uang yang dikredit, dan pelaku usaha tidak 
berbentuk badan hukum atau korporasi, melainkan dijalankan oleh 
individu sebagai pemilik modal. (2) Perlindungan hukum secara perdata 
terhadap debitur dapat dilakukan dengan cara penetapan keputusan 
hakim baik dalam tingkatan apapun untuk membatalkan perjanjian riba 
yang merugikan atau dengan mengurangi beban kewajiban yang 
dihutangi oleh debitur. Selain dari hal itu, Pemerintah juga telah 
mengeluarkan kebijakan pinjaman kredit modal usaha atau modal kerja 
kepada para pelaku usaha mikro ekonomi. Perlindungan hukum secara 
pidana juga dapat diberikan dengan memberikan sanksi pidana terhadap 
setiap kreditur yang melakukan paksaan terhadap debitur untuk 
mengadakan perjanjian riba. (3) Hakim pada intinya menyatakan bahwa 
perjanjian riba tetap sah dan mengikat selama dalam mengadakan baik 
sebelum, saat pelaksanaan dan sesudah tidak terdapat alasan-alasan 
pembatalan perjanjian.  
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
Masalah perjanjian dengan segala akibatnya dalam era 
globalisasi yang melanda semua negara didunia semakin kompleks. 
Hal ini disebabkan para pihak bebas membuat perjanjian karena 
khususnya untuk KUHPerdata yang dijadikan pedoman bersifat 
terbuka dan menganut asas kebebasan berkontrak.Dalam 
hubungannya dengan perjanjian terdapat beberapa pasal yang sangat 
penting untuk di perhatikan, yaitu antara lain Pasal 1320, 1338 dan 
Pasal 1339 KUHPerdata. Ketentuan ini mengandung beberapa asas 
antara lain : asas kebebasan berkontak. 
Asas kebebasan berkontrak sangat penting dalam hukum 
perjanjian, karena asas kebebasan berkontrak merupakan perwujudan 
dari kehendak bebas dari para pihak yang akan mengadakan suatu 
perjanjian. Walaupun asas kebebasan berkontrak sangat penting 
dalam hukum perjanjian, tetapi asas kebebasan berkontrak itu dapat 
memberikan peluang kepada pihak yang ekonominya kuat untuk 
menekan pihak yang ekonominya lemah pada saat membuat suatu 
perjanjian, sehingga tidak sedikit pihak yang ekonominya lemah 
terpaksa memberikan kata sepakat meskipun tidak secara bebas di 
dalam perjanjian. 
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Disamping itu kadang kala terjadi pula suatu perjanjian yang 
bertentangan atau tidak memenuhi persyaratan yang tercantum dalam 
Pasal 1320 KUHPerdata misalnya karena salah satu pihak tak 
cakap(belum dewasa) atau karena melakukannya tanpa 
sepakat(keikhlasan, paksaan, penipuan, dan penyalahgunaan 
keadaan). 
Gugatan atau tuntutan pembatalan terhadap suatu perjanjian 
tidak jarang dikabulkan oleh Pengadilan Negeri yang berkompeten, 
dalam hubungan semacam ini akan membawa akibat hukum 
sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1451 dan 1452 
KUHPerdata bahwa objek dan subjek perjanjian haruslah dipulihkan 
dalam keadaan sewaktu sebelum perjanjian dibuat. 
Laju pertumbuhan penduduk juga menyebabkan semakin 
konfliknya kehidupan manusia, kebutuhan manusia pun semakin 
berkembang pula. Berbagai cara ditempuh agar kebutuhan yang 
semakin meningkat itu dapat terpenuhi.Masing-masing orang bekerja 
dan memenuhi kebutuhan sendiri tanpa menghiraukan kebutuhan dan 
kepentingan orang lain. Hal ini mengakibatkan adanya kesenjangan 
hidup antara yang kuat dan yang lemah. 
Adanya keadaan semacam ini, membuat mereka yang 
tergolong ekonomi lemah semakin sulit untuk mendapatkan bantuan 
dalam pemenuhan kebutuhannya apabila pada suatu saat mereka 
sangat membutuhkannya.Berkaitan dengan hal tersebut, pemerintah 
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terus berupaya menetapkan kebijaksanaan pembangunan, 
memberikan kesempatan kepada masyarakat secara luas untuk 
berusaha dengan memberikan berbagai fasilitas penyedia modal 
usaha untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk. 
Salah satu kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan 
penyediaan modal  usaha, diantaranya kebijaksanaan dibidang 
perkreditan untuk memberikan bantuan-bantuan dan mendorong 
perusahaan-perusahaan kecil maupun besar agar maju sehingga 
dapat menaikkan taraf perekonomian dan yang paling penting agar 
dapat melayani permintaan dana setiap saat apabila diperlukan, 
khususnya kebutuhan dana yang secara mendesak dan tidak dapat 
dielakkan lagi. Namun dalam kenyataannya masih banyak anggota 
masyarakat yang tidak memanfaatkan lembaga-lembaga perkreditan 
tersebut karena alasan prosedur atau persyaratan yang ditetapkan 
tidak dapat dipenuhi. Mereka lebih memilih untuk meminjam pada 
pihak yang menyediakan jasa peminjaman walaupun dengan syarat 
yang agak berat tapi prosedurnya mudah untuk ditempuh.  
Pihak kreditor dalam suatu perjanjian-peminjam uang dengan 
bunga yang tinggi telah memanfaatkan keadaan debitor yang berada 
dalam posisi lemah di mana ia sangat membutuhkan uang untuk 
suatu keperluan yang sangat mendesak, sehingga terpaksa 
menyetujui bunga yang ditetapkan oleh kreditor. 
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Mengenai perjanjian riba ini tidak hanya dikenal dan mengatur 
bagi mereka yang beragama Islam tetapi juga bagi mereka yang 
nonmuslim, pengaturannya ditetapkan dalam ketentuan tersendiri.  
Adanya perjanjian pinjam uang dengan bunga berlipat tidak terlepas 
dari ketentuan Pasal 1338 KUHPerdata, yang memberi kebebasan 
kepada para pihak untuk melakukan perjanjian, yang mana perjanjian 
tersebut mengikat baginya sebagai suatu undang-undang. 
Pembatasan terhadap bunga yang terlampau tinggi diatur dalam 
Woekerordonantie Staatsblad 1938 No. 524. Dalam pasal-pasal yang 
terdapat dalam Woekerordonantie, Hakim diberi kewenangan untuk 
membatalkan perjanjian yang dibuat oleh para pihak. Apabila 
kewajiban para pihak dari awal tidak seimbang. Hal ini dapat 
dilakukan oleh Hakim, baik karena permohonan salah satu pihak 
maupun karena jabatannya. 
Memperjanjikan bunga tinggi yang dilakukan oleh kreditor 
didasarkan pada asas kesamaan para pihak dalam membuat 
perjanjian. Banyaknya masyarakat yang bertindak sebagai pihak 
penyedia uang menjadi saingan bagi pihak bank dan lembaga-
lembaga resmi lainnya yang bertugas sebagai penyedia dana dalam 
masyarakat. Akhirnya tumbuhlah dalam masyarakat apa yang disebut 
dengan bank gelap. Kegiatan pengumpulan dana yang dilakukan oleh 
masyarakat tanpa izin usaha Pimpinan Bank Indonesia dapat 
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dikenakan sanksi pidana. Hal ini tercermin dalam Pasal 46 Undang-
undang Perbankan Nomor 10 tahun 1998, yang mengatur bahwa : 
Barangsiapa menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk 
simpanan tanpa izin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, diancam dengan 
pidana penjara sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan paling 
lama 15 (lima belas) tahun serta denda sekurang-kurangnya 
Rp. 10.000.000.000.,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling 
banyak Rp. 200.000.000.000.,00 (dua ratus miliar rupiah). 
 
Di dalam kehidupan masyarakat saat ini khususnya di 
Kabupaten Pangkep praktik riba semakin berkembang, bahkan 
bentuk-bentuk riba semakin banyak dapat ditemukan. Banyak 
masyarakat yang terlilit utang dengan para rentenir. Perjanjian riba ini 
semakin banyak dimanfaatkan oleh masyarakat mengingat cara 
perolehan pinjaman yang tidak berbelit-belit dan prosedurnya singkat. 
Seseorang yang membutuhkan dana cepat dapat dengan mudah 
memperolehnya dengan menemui rentenir-rentenir yang ada di sekitar 
tempat tinggalnya, tanpa melalui prosedur yang panjang, pinjaman 
dapat dengan mudah diperolehnya bahkan tanpa agunan. Pada 
umumnya tidak ada orang yang mau meminjam, kecuali dalam 
keadaan sangat membutuhkan dan karena terpaksa, walaupun ia tahu 
akibat yang akan menimpa dirinya. Bunga yang dibayar oleh debitor 
kepada kreditor kadang-kadang berasal dari pinjaman orang lain yang 
dikenal dalam masyarakat dengan istilah gali lubang tutup 
lubang,hingga akhirnya yang miskin bertambah miskin yang kaya 
akan semakin kaya. Dalam Al-Qur’an telah tercermin larangan 
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pengambilan harta dengan jalan batil (riba), karena akan 
menimbulkan kerusakan dan kemelaratan bagi masyarakat.  
Namun kenyataan yang ada dalam masyarakat perjanjian riba 
ini tidak dapat terelakkan. Adanya kemudahan memperoleh pinjaman 
tanpa prosedur yang berbelit-belit semakin menarik minat masyarakat. 
Hal ini ditambah lagi dengan masih banyaknya persepsi yang 
menganggap riba bukanlah sesuatu yang haram. Menurut Muhammad 
Abduh tidak semua tambahan diatas modal pokok diharamkan, 
pinjaman yang memakai bunga diperbolehkan bila masyarakat 
menghendaki, asal tidak mengabaikan rasa keadilan, rasa 
persaudaraan, bersifat menolong dan tidak memberatkan yang 
berutang. Pendapat ini sejalan dengan pendapat yang dikemukakan 
oleh Buya Hamka di dalam tafsir al-Azhar (Buchari Alma, 2003 : 284) 
bahwa tidak boleh ada riba, tapi sangat dianjurkan ada Qardhan 
Hasanah, yaitu ganti rugi yang layak, bagi kreditor (orang yang 
berpiutang ). Qardhan Hasanah ini menurut beliau sangat terasa bila 
perekonomian menghadapi masa inflasi, dimana nilai uang terus 
merosot. Nilai uang yang merosot sangat merugikan orang yang 
punya uang, padahal ia telah menolong orang yang berutang. Jika 
sudah sekian bulan atau sekian tahun dibayar dengan jumlah uang 
yang sama tentu ini akan sangat merugikan pihak yang punya uang. 
Sementara yang dibutuhkan adalah Qardhan Hasanah yang tidak 
merugikan pihak lain. Saat ini yang terjadi dalam masyarakat ganti 
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rugi yang diinginkan oleh rentenir bukan lagi hal yang layak, akan 
tetapi ganti rugi yang diharuskan dibayar oleh nasabah justru berlipat-
lipat atau berganda, sehingga memberatkan debitor atau siberutang 
dalam pengembaliannya. 
 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah yang di uraikan diatas, 
maka rumusan masalah dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :  
1. Bagaimana praktik perjanjian riba di Kab.Pangkep ? 
2. Bagaimana upaya perlindungan Hukum Bagi Pihak Debitor ? 
3. Bagaimana sikap dan pandangan Hakim tentang Perjanjian Riba ? 
 
C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian 
1. Tujuan penelitian : 
a. Untuk mengetahui praktik perjanjian riba di Kab.Pangkep 
b. Untuk mengetahui upaya perlindungan hukum bagi pihak debitor 
c. Untuk mengetahui pandangan Hakim tentang Perjanjian Riba 
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2. Kegunaan penelitian : 
Hasil penelitian yang dicapai diharapkan dapat memberi manfaat 
antara lain: 
a. Agar dapat memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan 
studi pada fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. 
b. Untuk menambah khasanah ilmu pengetahuan penulis terutama 
mengenai Pelaksanaan Perjanjian Riba. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
 
A. Dasar Hukum Perjanjian  
1. Pengertian Perjanjian 
Sebelum membahas definisi ini, terlebih dahulu penulis 
mengutip hubungan antara perikatan dan perjanjian. Perjanjian 
adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang 
lainnya atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk 
melaksanakan suatu hal (Pasal 1313 KUHPerdata). Dari peristiwa 
ini , timbullah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang di 
namakan perikatan. Perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan 
antara dua orang yang membuatnya. Dalam bentuknya, perjanjian 
itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji 
atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis. 
(http://id.wikipedia.org/wiki/Perjanjian) 
Perikatan timbul dari adanya perjanjian atau perjanjian itu 
menerbitkan suatu perikatan antara dua orang atau lebih yang 
membuatnya. Dalam bentuknya perjanjian merupakan suatu 
rangkaian kata yang telah disepakati oleh dua orang atau lebih 
mengenai sesuatu hal kesanggupan baik tertulis maupun tidak 
tertulis. Sedangkan pengertian dari perikatan lebih luas dan 
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abstrak. Sementara itu pengertian dari perikatan dan perjanjian 
adalah sebagai berikut: 
a. Perikatan menurut Subekti adalah suatu hubungan hukum 
antara dua orang / dua pihak, berdasarkan mana pihak yang 
satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan 
pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu.” 
(R.Subekti,1987:1) 
b. Perjanjian menurut Pasal 1313 KUHPerdata adalah suatu 
perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan 
dirinya terhadap satu orang lain atau lebihlainnya.” 
Seperti yang tertulis dalam Pasal 1233 :Tiap –tiap perikatan 
dilahirkan baik karena perjanjian, maupun karena undang-undang. 
Pasal ini seharusnya menerangkan tentang pengertian perikatan 
karena merupakan awal dari ketentuan hukum yang mengatur 
tentang perikatan. Namun, kenyataannya pasal ini hanya 
menerangkan tentang dua sumber lahirnya perikatan yaitu : 
a. Perjanjian; dan 
b. Undang-undang 
Perjanjian sebagai sumber perikatan ini, apabila dilihat dari 
bentuknya, dapat berupa perjanjian tertulis maupun perjanjian 
tidak tertulis. Sementara itu, sumber perikatan yang berupa 
undang-undang selanjutnya dapat dilihat dalam pasal 1352, yakni 
dapat dibagi atas : 
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a. Undang-undang saja; maupun 
b. Undang-undang karena adanya perbuatan manusia. 
Sumber perikatan yang bersumber dari undang-undang 
karena adanya perbuatan manusia, berdasarkan pasal 1353, juga 
dapat di bagi atas dua, yaitu : 
a. Perbuatan manusia yang sesuai hukum/halal; dan 
b. Perbuatan manusia yang melanggar hukum. (Ahmadi Miru 
dan Sakka Pati, 2009: 3) 
Dengan demikian, hubungan perikatan dengan perjanjian 
adalah bahwa perjanjian itu menerbitkan perikatan. Perjanjian 
adalah sumber perikatan di samping sumber-sumber yang lain. 
Suatu perjanjian juga dinamakan persetujuan, karena dua pihak 
itu setuju untuk melakukan sesuatu. Dapat dikatakan bahwa dua 
perikatan (perjanjian dan persetujuan) itu adalah sama artinya. 
Perkataan kontrak, lebih sempit karna ditujukan kepada perjanjian 
atau persetujuan tertulis. 
Istilah perjanjian berasal dari bahasa Belanda yaitu 
overeenkomst dan verbintenis. Diberbagai perpustakaan di 
gunakan bermacam-macam istilah seperti :  
a. Dalam KUHPerdata (Soebekti dan Tjipto sudibyo) digunakan 
istilah perikatan untuk verbintenis dan perjanjian untuk 
overeenkomst. 
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b. Utrech, dalam bukunya Pengantar Hukum Indonesia 
menggunakan istilah perutangan untuk verbintenis dan 
perjanjian untuk overeenkomst. 
c. Ikhsan dalam Hukum Perdata Jilid I menerjemahkan 
verbintenis untuk perjanjian dan overeenkomst untuk 
persetujuan. 
Hal tersebut berarti bahwa untuk verbintenis terdapat tiga 
istilah Indonesia, yaitu perikatan, perjanjian, dan perutangan 
sedangkan untuk istilah overeenkomst dipakai dua istilah, yaitu 
perjanjian dan persetujuan.Ini adalah devinisi perjanjian pada 
(pasal 1313 KUHPerdata) sebagai berikut : 
Pasal 1313 KUHPerdata telah menetapkan: “suatu 
perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih 
mengikat diri terhadap satu orang lain atau lebih”.Sehubungan 
dengan devinisi perjanjian yang terdapat dalam pasal 1313 
KUHPerdata tersebut diatas, Mariam Darus Badrul Zaman 
mengemukakan dalam penjelasannya : bahwa devinisi perjanjian 
yang terdapat diatas adalah tidak lengkap dan pula terlalu luas. 
Tidak lengkap karena yang dirumuskan itu hanya mengenai 
perjanjian sepihak saja dan terlalu luas karena mencakup hal-hal 
yang mengenai janji kawin, yang menimbulkan perjanjian juga, 
namun istimewa sifatnya karena dikuasai oleh ketentuan-
ketentuan tersendiri sehingga Buku III KUHPerdata secara 
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langsung tidak berlaku terhadapnya juga mencakup perbuatan 
melawan hukum, sedangkan perbuatan melawan hukum ini tidak 
ada unsur persetujuan.” 
2. Unsur-Unsur Dalam Perjanjian 
Dalam perkembangan doktrin ilmu hukum dikenal adanya 
tiga unsur dalam perjanjian (Ahmadi Miru, 2007: 31-32) : 
a. Unsur Esensialia dalam perjanjian 
Unsur esensialia dalam perjanjian mewakili ketentuan-
ketentuan berupa prestasi-prestasi yang wajib dilakukan oleh 
salah satu atau lebih pihak, yang mencerminkan sifat dari 
perjanjian tersebut, yang membedakannya secara prinsip dari 
jenis perjanjian lainnya. Unsur esensialia ini pada umumnya 
digunakan dalam memberikan rumusan, devinisi atau 
pengertian dari suatu perjanjian. Maka dari itu unsur 
esensialia adalah unsur yang wajib ada dalam suatu 
perjanjian, bahwa tanpa keberadaan unsur tersebut, maka 
perjanjian yang di maksudkan untuk dibuat dan 
diselenggarakan oleh para pihak dapat menjadi berbeda. 
b. Unsur naturalia dalam perjanjian 
Unsur naturalia adalah unsur yang pasti ada dalam suatu 
perjanjian tertentu, setelah unsur esensialianya di ketahui 
secara pasti, misalnya dalam perjanjian yang mengandung 
unsur esensialia sewa menyewa, pasti akan dapat unsur 
naturalia berupa kewajiban dari pemilik sewa untuk 
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menanggung kebendaan yang di sewakan dari cacat-cacat 
tersembunyi. Ketentuan ini tidak dapat di sampingi oleh para 
pihak karena dari sifat sewa menyewa menghendaki hal yang 
demikian. Masyarakat tidak akan mentolerir suatu bentuk 
sewa menyewa ,dimana pihak sewa tidak mau menanggung 
cacat-cacat tersembunyi dari kebendaan yang disewakan 
olehnya. Dalam hal ini maka berlakulah ketentuan pasal 1339 
KUHPerdata. 
c. Unsur aksidentalia dalam perjanjian 
Unsur  aksidentalia adalah unsur pelengkap dalam suatu 
perjanjian, yang merupakan ketentuan-ketentuan yang dapat 
diatur secara menyimpang oleh para pihak, sesuai dengan 
kehendak para pihak, yang merupakan persyaratan khusus 
yang ditentukan secara bersama-sama oleh para pihak. 
Dengan demikian maka unsur ini pada hakekatnya bukan 
merupakan suatu bentuk prestasi yang harus dilaksanakan 
atau dipenuhi oleh para pihak. 
Pada hakekatnya ketiga macam unsur di atas merupakan 
perwujudan dari asas kebebasan berkontrak yang di atur dalam 
Pasal 1320 dan Pasal 1339 KUHPerdata. Rumusan Pasal 1339 
KUHPerdata menyatakan bahwa : “perjanjian-perjanjian tidak 
hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas di nyatakan di 
dalamnya, melainkan juga untuk segala sesuatu yang menurut 
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sifat perjanjian diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau 
undang-undang”. 
Subjek perjanjian ialah pihak-pihak yang terikat dengan 
diadakannya suatu perjanjian. Namun bila diperhatikan Pasal 
1315,1317, dan 1338 KUHPerdata ada tiga golongan yang 
tersangkut dengan di adakannya suatu perjanjian, yaitu sebagai 
berikut (Wirjono Prodjodikoro, 2011: 13-18) : 
a. Pihak-pihak yang mengadakan perjanjian itu sendiri  
Menurut Pasal 1315 KUHPerdata, “pada umumnya 
seseorang tidak dapat mengadakan perikatan atau perjanjian 
selain untuk dirinya sendiri”. Ketentuan diatas mengandung 
arti,   bahwa pada setiap perjanjian terdapat adanya pihak-
pihak, pihak-pihak yang mengadakan itu melahirkan suatu 
perjanjian, tanpa adanya pihak-pihak maka tidak mungkin 
melahirkan suatu perjanjian. 
Pihak-pihak yang mengadakan perjanjian dimana salah 
satu pihak berhak menuntut sesuatu, itu dinamakan piutang 
atau kreditor, sedangkan pihak yang wajib memenuhi tuntutan 
itu dinamakan  pihak berhutang atau debitor. Setiap perjanjian 
sekurang-kurangnya harus ada satu orang sebagai kreditor, 
dan sekurang-kurangnya satu orang sebagai debitor. Akan 
tetapi, hal itu dapat menutup kemungkinan adanya beberapa 
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orang kreditor dan beberapa orang debitor dalam suatu 
perjanjian. 
b. Janji untuk pihak ketiga 
Pasal 1317 KUHPerdata telah menetapkan bahwa : 
“dapat pula diadakan perjanjian untuk kepentingan orang 
ketiga, bila suatu perjanjian yang dibuat untuk diri sendiri, atau 
suatu pemberian kepada orang lain mengandung syarat  
semacam itu. Siapapun yang telah menentukan suatu syarat, 
tidak boleh menariknya kembali, jika pihak ketiga telah akan 
mempergunakan syarat itu.” 
Ketentuan yang terkandung dalam Pasal 1317 
KUHPerdata dapat disimpulkan, bahwa janji untuk pihak 
ketiga itu adalah suatu penawaran (offerte) yang dilakukan 
oleh pihak yang meminta di pekerjakan hanya kepada pihak 
ketiga. Dengan demikian azas seseorang tidak dapat 
mengikat diri selain atas namanya sendiri sebagaimana yang 
dimaksud Pasal 1415 KUHPerdata mempunyai kekecualian 
yang disebut : janji untuk pihak ketiga. 
c. Janji ahli waris dan orang yang mendapat hak darinya. 
Berdasarkan Pasal 1318 KUHPerdata “orang dianggap 
memperoleh sesuatu dengan perjanjian untuk diri sendiri dan 
untuk ahli warisnya dan orang yang memperoleh hak 
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daripadanya, kecuali jika dengan tegas ditetapkan atau telah 
nyata dari sifat persetujuan itu bahwa bukan itu maksudnya. 
Dari semua uraian di atas, maka berdasarkan Pasal 
1315, 1317, dan pasal 1318 KUHPerdata, dapat disimpulkan 
bahwa KUHPerdata membedakan atas tiga golongan subjek 
perjanjian, yaitu: 
1) Pihak-pihak yang mengadakan perjanjian itu sendiri. 
2) Pihak ketiga yang diberi hak oleh salah satu pihak dalam 
perjanjian. 
3) Ahli waris dan orang-orang yang mendapat hak dari 
subyek hukum/ pihak yang mengadakan perjanjian. 
3. Syarat-Syarat Sahnya Perjanjian 
Sebagaimana telah dijelaskan di muka, bahwa perjanjian 
adalah salah satu sumber perikatan ( Kartini Muljadi dan Gunawan 
Widjaja,2010:1). Perjanjian melahirkan perikatan, yang 
menciptakan kewajiban pada salah satu atau lebih pihak dalam 
perjanjian. Kewajiban yang dibebankan pada debitor dalam 
perjanjian, memberikan hak pada pihak kreditor dalam perjanjian 
untuk menuntut pelaksanaan prestasi dalam perikatan yang lahir 
dari perjanjian tersebut. Pelaksanaan prestasi dalam perikatan 
yang lahir dari perjanjian tersebut. Pelaksanaan prestasi dalam 
perjanjian yang telah disepakati oleh para pihak dalam perjanjian 
adalah pelaksanaan dari perikatan yang terbit dari perjanjian 
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tersebut. Dalam hal debitor tidak melaksanakan perjanjian yang 
telah disepakati tersebut, maka kreditor berhak untuk menuntut 
pelaksanaan kembali perjanjian yang belum tidak sepenuhnya 
atau tidak sama sekali dilaksanakan atau yang telah dilaksanakan 
secara bertentangan atau tidak sesuai dengan yang diperjanjikan 
dengan atau tidak disertai dengan penggantian berupa bunga, 
kerugian dan biaya yang telah dikeluarkan oleh kreditor. 
Berdasarkan ketentuan Pasal 1313 KUHPerdata Perjanjian 
didefinisikan sebagai :“Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan 
mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu 
orang lain atau lebih”. (Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja,2010: 
92) 
Menurut Salim dalam bukunya Hukum Kontrak Teori dan 
Penyusunan Kontrak (2009: 33) berdasarkan ketentuan Pasal 
1320 KUHPerdata, untuk sahnya suatu perjanjian para pihak 
harus memenuhi syarat-syarat di bawah ini: 
a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya; 
Syarat yang pertama sahnya kontrak adalah adanya 
kesepakatan pada para pihak, kesepakatan ini diatur dalam 
Pasal 1320 ayat (1) KUHPerdata. Yang dimaksud dengan 
kesepakatan adalah persesuaian pernyataan kehendak antara 
satu orang atau lebih dengan pihak lainnya. Yang sesuai itu 
adalah penyataannya, karena kehendak itu tidak dapat 
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dilihat/diketahui oleh orang lain. Ada lima cara terjadinya 
persesuaian pernyataan kehendak, yaitu dengan: 
1) Bahasa yang sempurna dan tertulis 
2) Bahasa yang sempurna secara lisan 
3) Bahasa yang tidak sempurna asal dapat diterima oleh pihak 
lawan, karena dalam kenyataannya seringkali seseorang 
menyampaikan dengan bahasa yang tidak sempurna tetapi 
dimengerti oleh pihak lawannya. 
4) Bahasa isyarat asal dapat diterima oleh pihak lawannya. 
5) Diam atau membisu, tetapi asal dipahami atau diterima 
pihak lawan. 
Pada dasarnya, cara yang paling banyak dilakukan oleh 
para pihak, yaitu dengan bahasa yang sempurna secara lisan 
dan secara tertulis. Tujuan pembuatan perjanjian secara 
tertulis adalah agar memberikan kepastian hukum bagi para 
pihak dan sebagai alat bukti yang sempurna, di kala timbul 
sengketa di kemudian hari.  
b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 
Maksudnya adalah kecakapan atau kemampuan untuk 
melakukan perbuatan hukum. Perbuatan hukum adalah 
perbuatan yang akan menimbulkan akibat hukum. Orang-
orang yang akan mengadakan perjanjian haruslah orang-
orang yang cakap dan mempunyai wewenang untuk 
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melakukan perbuatan hukum, sebagaimana yang ditentukan 
oleh undang-undang. Orang yang cakap dan berwenang 
untuk melakukan perbuatan hukum adalah orang yang sudah 
dewasa. Ukuran kedewasaan adalah telah berumur 21 tahun 
atau sudah kawin. Orang yang tidak berwenang untuk 
melakukan perbuatan hukum: 
1) Anak di bawah umur (minderjarigheid) 
2) Orang yang ditaruh di bawah pengampuan 
3) Istri, menurut Pasal 1330 KUHPerdata.  
Akan tetapi dalam perkembangannya istri dapat 
melakukan perbuatan hukum, sebagaimana yang diatur dalam 
Pasal 31 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. SEMA 
Nomor 3 Tahun 1963. 
c. Suatu pokok persoalan tertentu; 
Yang dimaksud dengan suatu hal tertentu adalah 
sesuatu yang di dalam perjanjian harus telah ditentukan dan 
disepakati. Ketentuan ini sesuai dengan yang disebutkan pada 
Pasal 1313 KUHPerdatra bahwa barang yang menjadi objek 
suatu perjanjian harus ditentukan jenisnya. Tidak menjadi 
halangan bahwa jumlah barangnya tidak tertentu, asal saja 
jumlah itu kemudian dapat ditentukan atau dihitung. Barang 
yang akanada di kemudian hari juga bisa menjadi objek dari 
suatu perjanjian, ketentuan ini disebutkan pada Pasal 1334 
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ayat (1) KUHPerdata. Selain itu yang harus diperhatikan 
adalah “suatu hal tertentu” haruslah sesuatu hal yang biasa 
dimiliki oleh subjek hukum. 
d. Suatu sebab yang tidak terlarang 
Dalam Pasal 1320 KUHPerdata tidak dijelaskan 
pengertian orzaak (causa yang halal). Di dalam Pasal 1337 
KUHPerdata hanya disebutkan causa yang terlarang. Suatu 
sebab adalah terlarang apabila bertentangan dengan undang-
undang, kesusilaan dan ketertiban umum. Hoge Raad sejak 
tahun 1927 mengartikan orzaak sebagai sesuatu yang 
menjadi tujuan para pihak. Suatu perjanjian yang dibuat 
dengan sebab atau kausa yang tidak halal, misalnya jual-beli 
ganja, untuk mengacaukan ketertiban umum, memberikan 
kenikmatan seksual tanpa nikah yang sah. 
Ke empat unsur tersebut selanjutnya, dalam doktrin ilmu 
hukum yang berkembang, di golongkan ke dalam : 
a. Dua unsur pokok yang menyangkut subjek (pihak) yang 
mengadakan perjanjian (unsur subjektif),dan 
b. Dua unsur pokok lainnya yang berhubungan langsung dengan 
objek perjanjian (unsur objektif). 
Unsur subjektif mencakup adanya unsur kesepakatan 
secara bebas dari para pihak yang berjanji, dan kecakapan dari 
pihak-pihak yang melaksanakan perjanjian.Unsur objektif meliputi 
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keberadaan dari pokok persoalan yang merupakan objek yang 
diperjanjikan, dan causa dari objek yang berupa prestasi yang di 
sepakati untuk dilaksanakan tersebut haruslah sesuatu yang tidak 
dilarang atau diperkenankan menurut hukum. Tidak terpenuhinya 
salah satu unsur dari ke empat unsur tersebut menyebabkan 
cacat dalam perjanjian, dan perjanjian tersebut diancam dengan 
kebatalan, baik dalam bentuk dapat dibatalkan (jika terdapat 
pelanggaran terhadap unsur subjektif), maupun batal demi hukum 
(dalam hal tidak terpenuhinya unsur objektif), dengan pengertian 
bahwa perikatan yang lahir dari perjanjian tersebut tidak dapat 
dipaksakan pelaksanaannya. 
a. Syarat Subjektif 
Seperti telah dikatakan di atas bahwa syarat subjektif sahnya 
perjanjian, digantungkan pada dua macam keadaan : 
1) Terjadinya kesepakatan secara bebas di antara para pihak 
yang mengadakan atau melangsungkan perjanjian; 
Dari syarat sah yang pertama mengatakan kata 
sepakat, dimaksudkan bahwa kedua subjek yang 
mengadakan perjanjian itu harus bersepakat, setuju 
mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian yang diadakan 
itu. Apa yang dekehendaki oleh pihak yang satu, juga 
dikehendaki oleh pihak yang lain. 
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Kesepakatan dalam perjanjian merupakan 
perwujudan dari kehendak dua atau lebih pihak dalam 
perjanjian mengenai apa yang mereka kehendaki untuk 
dilaksanakan. Pada dasarnya sebelum para pihak sampai 
pada kesepakatan mengenai hal-hal tersebut, maka salah 
satu atau lebih pihak dalam perjanjian tersebut terlebih 
dahulu akan menyampaikan suatu bentuk pernyataan 
mengenai apa yang di kehendaki oleh pihak tersebut 
dengan segala macam persyaratan yang mungkin dan 
diperkenankan oleh hukum untuk disepakati oleh para 
pihak. Pernyataan tersebut dikenal dengan nama 
“penawaran”. 
Jadi penawaran itu berisikan kehendak dari salah 
satu atau lebih pihak dalam perjanjian, yang disampaikan 
kepada lawan pihaknya, untuk memperoleh persetujuan 
dari lawan pihaknya tersebut, jika pihak lawan dari pihak 
yang melakukan penawaran menerima penawaran yang 
diberikan, maka pihak yang melakukan penawaran akan 
mengubah ketentuan-ketentuan yang dianggap perlu, 
sehingga tercapai kesepakatan antara kedua belah pihak. 
Dalam perjanjian konsensual seperti tersebut di atas, 
secara prinsip telah diterima bahwa saat tercapainya 
kesepakatan adalah saat penerimaan dari penawaran yang 
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terakhir disampaikan.Hal tersebut secara mudah dapat di 
temui jika para pihak yang melakukan penawaran bertemu 
secara fisik, sebagaimana sering terjadi dalam perjanjian 
yang akan menjadi penelitian dalam skripsi ini. 
2) Adanya kecakapan dari pihak-pihak yang berjanji. 
Syarat sahnya berhubungan dengan kecakapan dan 
kewenangan bertindak dalam rangka perbuatan untuk 
kepentingan diri pribadi orang perorangan ini diatur dalam 
Pasal 1329 sampai dengan Pasal 1331 KUHPerdata. 
Dalam pasal 1329 KUHPerdata mengatur bahwa 
:“Setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan-
perikatan, jika ia oleh undang-undang tidak dinyatakan 
tidak cakap” 
Rumusan tersebut berarti selain dinyatakan tidak 
cakap maka setiap orang adalah cakap dan berwenang 
untuk bertindak dalam hukum. Dalam Pasal 1330 
KUHPerdata tersebut sebagai orang-orang yang tidak 
cakap untuk membuat suatu perjanjian : 
1) Orang-orang yang belum dewasa; 
2) Mereka yang ditaruh di bawah pengampuan; 
3) Orang-orang perempuan, dalam hal-hal yang ditetapkan 
oleh undang-undang, dan pada umumnya semua orang 
kepada siapa undang-undang, dan pada umumnya 
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semua orang kepada siapa undang-undang telah 
melarang membuat perjanjian-perjanjian tersebut. 
b. Syarat Objektif 
Pasal 1332 sampai Pasal 1334 KUHPerdata 
mengenai keharusan adanya suatu hal tertentu dalam 
perjanjian.Pasal 1335 sampai dengan Pasal 1337 
KUHPerdata yang mengatur mengenai kewajiban adanya 
suatu sebab yang halal dalam setiap perjanjian yang dibuat 
oleh para pihak. 
4. Asas kebebasan berkontrak  
Asas kebebasan  berkontrak adalah salah satu asas yang 
sangat penting di dalam hukum perjanjian. Asas kebebasan 
berkontrak memiliki hubungan yang erat dengan asas 
konsensualisme dan asas kekuatan mengikat yang terdapat 
dalam Pasal 1338 ayat 1 KUHPerdata yaitu : 
“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai 
undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. 
 
Kata semua dalam pasal diatas meliputi seluruh perjanjian, 
baik yang dikenal oleh undang-undang. Asas konsensualisme 
yang terdapat dalam Pasal 1320 KUHPerdata mengandung arti 
kemauan para pihak untuk saling berpartisipasi, dan kemauan 
untuk saling mengikatkan diri. Asas ini juga tidak mensyaratkan 
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bahwa perjanjian itu harus dibuat secara formal, tetapi cukup 
dengan adanya kesepakatan  kedua belah pihak. 
Asas kebebasan nerkontrak adalah suatu asas yang 
memberikan kebebasan para pihak untuk : 
a. Membuat atau tidak membuat perjanjian, 
b. Mengadakan perjanjian dengan siapapun, 
c. Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya, 
dan  
d. Menentukan bentuknya perjanjian, yaitu tertulis atau lisan. 
Dasar  dari eksistensi adanya kebebasan dalam berkontrak 
terdapat dalam rumusan Pasal 1320 angka 4 tentang suatu sebab 
yang halal. Dengan adanya asas kebebasan berkontrak ini, 
parapihak yang membuat dan mengadakan perjanjian ini 
diperbolehkan untuk menyusun dan membuat kesepakatan atau 
perjanjian yang melahirkan kewajiban apa saja, selama dan 
sepanjang prestasi yang wajib dilakukan tersebut bukanlah 
sesuatu yang terlarang. Hal ini dapat kita lihat dalam Pasal 1337 
KUHPedata yang menyatakan bahwa  
“Suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh 
undang-undang, atau apabila berlawanan dengan 
kesusilaan baik atau ketertiban umum”.  
 
Pasal ini mengisyaratkan bahwa pada dasarnya semua 
perjanjian dapat dibuat dan diselenggarakan oleh setiap orang, 
asalkan perjanjian yang dibuat tidak mengandung prestasi atau 
 
 
 
27 
kewajiban dari salah satu pihak yang melanggar undang-undang 
dan ketertiban umum. 
Pengertian dari makna sebab atau causa yang halal dalam 
KUHPerdata berbeda dengan pengertian sebab atau causa yang 
dipergunakan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam hukum sebab 
atau causa yang halal cukup menunjukkan, bahwa prestasi yang 
dijanjikan untuk dilaksanakan yang diatur dalam perjanjian yang 
dibuat oleh para pihak tidak mengandung unsur-unsur yang 
bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban 
umum. Hukum tidak pernah berhubungan dan tidak perlu 
mengetahui apa yang melatarbelakangi dibuatnya suatu 
perjanjian. Jadi undang-undang memperlakukan setiap causa atau 
sebab yang halal, kecuali dapat terbukti atau dibuktikan dari isi 
perjanjian yang merupakan poko dalam perjanjian. Ketentuan ini 
terdapat dalam Pasal 1336 KUHPerdata yang berbunyi 
“ Jika tidak dinyatakan suatu sebab, tetapi ada sebab yang 
tidak terlarang, ataupun jika ada sebab lain dari pada yang 
dinyatakan itu, perjanjiannya, namun demikian adalah sah”. 
 
5. Asas Itikad Baik dan Kepatutan 
Pasal 1338 ayat 3 mengatur bahwa: “Perjanjian harus 
dilaksanakan dengan itikad baik”. Rumusan asas itikad baik 
merupakan asas bahwa para pihak yaitu pihak kreditor dan debitor 
harus melaksanakan substansi kontrak bedasarkan kepercayaan 
atau keyakinan yang teguh atau kemauan baik para pihak. 
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Menurut Munir fuady (2001: 81), bahwa rumusan dari Pasal 1338 
ayat 3 tersebut mengindikasikan bahwa sebenarnya itikad baik 
bukan merupakan syarat sahnya suatu kontrak sebagaimana 
syarat yang terdapat dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Unsur itikad 
baik hanya disyaratkan dalam hal pelaksanaan dari suatu kontrak, 
bukan pada pembuatan suatu kontrak, sebab unsur itikad baik 
dalam pembuatan kontrak sudah dapat dicakup oleh unsur kausa 
yang legal dari Pasal 1320 KUHPerdata. 
Tidak masuknya asas itikad baik sebagai salah satu syarat 
sahnya kontrak, memberi kemungkinan adanya perjanjian yang 
dibuat bertentangan dengan asas itikad baik. Pengesampian asas 
ini tidak menyebabkan perjanjian yang dibuat tidak sah, karena 
pada saat kontrak dibuat memenuhi Pasal 1320 KUHPerdata, 
sehingga perjanjian atau kontrak yang dibuat adalah sah, 
pelaksanannya perjanjian yang dibuat secara sah tersebut dapat 
saja dibelokkan dan merugikan salah satu pihak atau pihak ketiga, 
hal ini karena asas itikad baik dikesampingkan dalam 
pelaksanaannya. 
Asas itikad baik oleh Salim (2003 : 12) dibagi dua macam 
yaitu itikad baik nisbi dan itikad baik mutlak. Pada itikad baik nisbi 
orang memperhatikan sikap dan tingkah laku yang nyata dari 
subyek. Pada itikad baik mutlak, penilaiannya terletak pada akal 
sehat dan keadilan, dibuat ukuran yang obyektif untuk menilai 
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keadaan (penilaian tidak memihak) menurut norma-norma yang 
obyektif. 
Dengan dimasukkannya itikad baik dalam pelaksanaan 
perjanjian berarti harus ditafsirkan perjanjian itu berdasarkan 
keadilan dan kepatutan. Itikad baik yang diatur dalam Pasal 1338 
ayat 3 dan kepatutan yang diatur dalam Pasal 1339 umumnya 
disebutkan secara senafas. Dalam Pasal 1339 yaitu “Perjanjian 
tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan 
didalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat 
perjanjian diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan, atau undang-
undang”. Pendapat ini sejalan dengan Hoge Raad dalam putusan 
tanggal 11 Januari 1924, bahwa apabila Hakim setelah menguji 
dengan kepantasan dari suatu perjanjian tidak dapat dilaksanakan 
maka berarti perjanjian itu bertentangan dengan ketertiban umum 
dan kesusilaan, Vollmar, (Purwahid Patrik, 1994 : 64). 
Asas itikad baik dan kepatutan dapat mengubah atau 
melengkapi perjanjian. Menururt Pitlo (Purwahid Patrik, 1994 : 68) 
bahwa perjanjian itu tidak hanya ditentukan oleh para pihak dalam 
perumusan perjanjian tetapi juga ditentukan oleh itikad baik dan 
kepatutan, jadi itikad baik dan kepatutan ikut pula menentukan isi 
perjanjian. 
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Suatu kontrak juga harus sesuai dengan asas kepatutan, 
untuk pemberlakuan asas kepatutan terhadap suatu kontrak 
mengandung dua fungsi yaitu :  
a. Fungsi yang melarang, dalam hal ini kontrak yang 
mengandung unsur-unsur yang bertentangan dengan asas 
kepatutan adalah tidak dapat dibenarkan. 
b. Fungsi yang menambah, artinya suatu kontrak juga dapat 
ditambah dengan atau dilaksanakan sesuai dengan prinsip-
prinsip kepatutan. Dalam hal ini kedudukan prinsip kepatutan 
adalah untuk mengisi kekosongan dalam pelaksanaan suatu 
kontrak, dimana tanpa isian tersebut tujuan dibuatnya kontrak 
tidak mungkin tercapai. 
 
B. Perjanjian Riba dan Macam-Macam Bunga 
1) Pengertian Riba. 
Kata riba berasal dari bahasa Arab. Namun istilah riba juga 
dikenal di Belanda dengan istilah Woeker. Menurut kamus bahasa 
Belanda woeker berarti keuntungan yang tidak sah, bunga tidak 
layak tingginya yang diminta dengan menyalahgunakan keadaan 
seseorang yang sangat membutuhkan uang. Woeker lebih dikenal 
dengan riba. Dalam Ensiklopedia Indonesia (Syahbirin Harahap, 
1993:46) riba menurut bahasa ialah tambahan. Inilah arti yang 
dikenal oleh orang Arab, mereka berjual beli dengan harga yang 
ditempokan. Apabila sudah datang temponya, maka berkata orang 
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yang menghutangkan kepada orang yang berhutang : apakah 
engkau akan bayar sekarang atau akan kau tambah 
pembayaranmu nanti. 
Riba berarti pelepas uang, lintah darat atau bunga uang. 
Dalam praktek riba lebih banyak dikenal dengan istilah bunga, 
renten, jasa ganti rugi, dan bagian laba. Pada prinsipnya kata-kata 
ini adalah sama yang pada intinya merupakan kelebihan dalam 
pembayaran. Pengertian riba dan rente dalam masyarakat saat ini 
sering diartikan sama karena sama-sama bunga uang, namun 
dalam perkembangan saat ini anggapan ini telah berubah dengan 
semakin banyaknya pihak-pihak yang menyelidiki praktek 
perbankan. 
Menurut Suhrawardi K Lubis (1999 : 27) rente dalam 
praktiknya merupakan keuntungan yang diperoleh pihak bank 
karena jasanya telah meminjamkan uang untuk memperlancar 
kegiatan usaha perusahaan/orang yang telah meminjamkan uang 
tersebut. Dengan bantuan bank yang telah meminjamkan uang 
tersebut, usaha perusahaannya semakin maju dan keuntungan 
yang diperolehnyapun semakin besar. Atas dasar pemberian 
bantuan keuangan tersebut, bank memperoleh bagian 
keuntungan, sedangkan mengenai jumlah keuntungan yang akan 
diperoleh bank tersebut tetap terlebih dahulu dalam akad kredit 
yang telah disepakati. 
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Berbeda halnya dengan kegiatan riba dalam prekteknya, 
merupakan pemerasan yang dilakukan terhadap simiskin yang 
pada dasarnya perlu ditolong agar dapat melepaskan diri dari 
kesulitan hidupnya, terutama sekali untuk memenuhi kebutuhan 
pokoknya. Akan tetapi yang terjadi justru sebaliknya. Tukang riba 
datang menawarkan jasa dengan cara meminjamkan uang kepada 
simiskin tersebut dengan ketentuan uang tersebut harus beranak 
(berbunga). Akan tetapi simiskin tidak sanggup membayar tepat 
pada waktunya, maka diadakan penundaan pembayaran, sehingga 
uang terus beranak (bunga berbunga) semakin lama utang tidak 
dapat dibayar maka semakin besar pulalah bunga yang dikenakan 
kepada simiskin. 
Berdasarkan contoh praktik tersebut, Suhrawardi 
menyimpulkan rente atau bunga bank bersifat produktif, 
sedangkan riba dipergunakan untuk hal-hal yang konsumtif. 
Namun pendapat ini tidak dibenarkan oleh Yusuf Qardhowi dkk 
(Suhrawardi, 2004 : 29).  Menurutnya sesungguhnya riba yang 
merata di zaman jahiliah bukan riba konsumsi. Tidak ada orang 
yang datang meminjam kepada seseorang untuk makan. Kalau 
ada seorang Arab kaya memungut riba dari seorang miskin yang 
membutuhkan pinjaman, guna kepentingan makan dan minum, hal 
itu jarang sekali. Selanjutnya dikatakan bahwa “Kalau sekiranya 
riba yang diharamkan Allah dan Rasulnya riba konsumsi, artinya 
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riba yang dipinjam untuk kepentingan pribadi dan keluarganya 
seperti yang dikatakan orang dewasa ini, sudah tentu kurang kuat 
alasannya Rasulullah untuk mengutuk orang yang memberi bunga 
uang itu, sedangkan Allah dan Rasulnya membolehkan orang 
memakan bangkai, darah, dan daging babi sekiranya dalam 
keadaan terpaksa karena dahaga dan lapar. 
Sering terjadi utang pokok telah berlipat ganda, yang pada 
akhirnya menimbulkan kesulitan bagi yang berutang. Namun 
dalam praktek yang ada sekarang ini, seseorang berutang tidak 
lagi untuk memenuhi kebutuhan pokoknya akan tetapi untuk 
memenuhi kebutuhan sekundernya. Tidak jarang orang berutang 
hanya karena tidak mau dikalah dengan tetangganya yang 
memiliki kehidupan lebih baik darinya. Keinginan untuk memiliki 
sesuatu diluar kemampuannya inilah yang mendorong seseorang 
untuk melakukan perjanjian pinjam uang meskipun dengan bunga 
tinggi. Rente atau bunga bank saat ini oleh sebagian pengusaha 
telah banyak disalahgunakan. Biasanya mereka melakukan akad 
kredit dengan maksud pengembangan usahanya, tetapi tidak 
sedikit dari pinjaman yang diperolehnya dipergunakan untuk 
kemewahan. 
 
2) Perjanjian Riba. 
Pada hakikatnya perjanjian riba adalah perjanjian hutang-
piutang dengan bunga. Perjanjian hutang piutang merupakan 
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perjanjian pinjam-meminjam sebagaimana yang diatur dalam Pasal 
1754 KUHPerdata mengatur bahwa:“Pinjam meminjam adalah 
suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan 
kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang 
habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang terakhir 
ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari jenis dan mutu 
yang sama pula”. 
Dalam hal ini peminjaman uang, terjadi perjanjian hutang 
piutang yang disebabkan karena adanya jumlah uang yang 
disebutkan dalam persetujuan. Hal ini disyaratkan dalam Pasal 
1756 KUHPerdata yang mengatur bahwa:“Utang yang terjadi 
karena peminjaman uang hanyalah terdiri atas sejumlah uang yang 
disebutkan dalam persetujuan. Jika sebelum saat pelunasan, 
terjadi suatu kenaikan atau kemunduran harga atau ada 
perubahan mengenai berlakunya mata uang, maka pengembalian 
jumlah uang yang dipinjam harus dilakukan dalam mata uang yang 
berlaku pada saat pelunasan, dihitung menurut harganya yang 
berlaku pada saat itu”. 
Pada dasarnya peminjaman uang atau barang yang habis 
dalam pemakaian  disertai bunga diperbolehkan. Berdasarkan hal 
tersebut maka perjanjian riba sebagai suatu perjanjian hutang 
piutang disertai bunga dimungkinkan. Praktik riba didasarkan atas 
suatu perjanjian yang tunduk pada persyaratan Pasal 1320 
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KUHPerdata. Artinya para pihak dapat melakukan perjanjian 
pinjam uang yang disertai bunga, asalkan perjanjian yang 
dibuatnya ada karena kehendak dari para pihak, masing-masing 
pihak cakap menurut hukum untuk melakukan perjanjian, objek 
dari isi perjanjian jelas, serta tidak mengandung sebab yang 
terlarang. 
Perjanjian riba atau woeker tidak lain adalah perjanjian 
pinjam uang atau hutang piutang yang didasarkan pada asas 
kebebasan berkontrak yang berhubungan dengan isi perjanjian. 
Setiap orang bebas untuk menentukan isi perjanjian menurut 
kehendaknya masing-masing, termasuk dalam hal menentukan 
besarnya bunga pinjaman yang harus dikembalikan. 
Memperjanjikan bunga tidaklah dilarang, bahkan besarnya bunga 
yang diperjanjikan boleh melebihi bunga menurut undang-undang 
dalam segala hal yang tidak dilarang oleh undang-undang. Dalam 
Pasal 1765 KUHPerdata diatur bahwa,“Adalah diperbolehkan 
memperjanjikan bunga atas peminjaman uang atau lain barang 
yang menghabis karena pemakaian. 
Objek dari perjanjian pinjam meminjam adalah semua 
barang-barang yang habis pakai, dengan syarat barang itu harus 
tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan 
kesusilaan. Uang sebagai obyek perjanjian riba yang 
peruntukkannya sebagai alat tukar bagi masyarakat untuk 
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memenuhi kebutuhan hidupnya, dapat juga memberi 
kesengsaraan bagi pihak-pihak yang pengeluarannya lebih besar 
dari pendapatan. Seseorang yang terlilit utang akan sulit keluar 
dari keadaan semula, karena semakin hari utangnya bukan 
semakin berkurang akan tetapi akan bertambah besar. 
Pasal 1760 KUHPerdata memberi kelonggaran kepada 
pihak peminjam untuk dapat dimintakan penundaan pembayaran 
melalui hakim. Hakim dapat menentukan tanggal pembayaran, jika 
waktunya tidak ditetapkan. Kreditor tidak dapat meminta kembali 
barang yang diperpinjamkan sebelum lewat waktu yang telah 
ditentukan. Sebaliknya kreditor dapat menuntut debitor jika debitor 
tidak dapat mengembalikan barang yang dipinjamnya dalam 
jumlah dan keadaan yang sama, maka ia diwajibkan membayar 
harganya, dalam hal mana harus diperhatikan waktu dan tempat 
dimana barangnya menurut perjanjian. 
 
3) Macam-Macam Bunga 
Bunga sering dipersepsikan sebagai ganti rugi atas 
pinjaman yang telah diberikan oleh kreditor. Dengan persepsi tidak 
mungkin ada orang yang mau dengan mudah memberi pinjaman 
tanpa adanya balas jasa. Ganti rugi yang layak yang diistilahkan 
oleh Buya Hamka sebagai Qardhan Hasanan, ini sangat penting 
juga bagi kreditor apalagi pada saat nilai mata uang merosot. 
Namun ganti rugi yang dimaksudkan adalah ganti rugi berupa 
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bunga yang tidak merugikan pihak debitor, artinya ganti rugi 
tersebut tidak bersifat pemerasan bukan bunga yang berlipat 
ganda. 
Memperjanjikan bunga tidaklah dilarang, bahkan bunga 
yang diperjanjikan boleh melebihi bunga menurut undang-undang 
asalkan yang tidak dilarang oleh undang-undang. Pasal 1767 
KUHPerdata alinea kedua menyebutkan bahwa:“Bunga menurut 
undang-undang ditetapkan didalam undang-undang. Bunga yang 
diperjanjikan dalam persetujuan boleh melampaui bunga menurut 
undang-undang dalam segala hal yang tidak dilarang oleh undang-
undang”. 
 
4) Bunga Menurut undang-Undang. 
Bunga menurut undang-undang dikenal dengan istilah 
bunga maratoir dimana perkataan maratoir berarti kelalaian, 
olehnya itu bunga maratoir berarti bunga yang harus dibayar 
karena debitor lalai dalam membayar utangnya (Subekti, 1995 : 
130). Bunga menurut undang-undang oleh Satrio (1999 : 207) 
dikenal dengan bunga maratoir kompensatoir. Artinya bunga yang 
merupakan ganti rugi dalam wujud sejumlah uang sebagai akibat 
dari tidak atau terlambat dipenuhinya perikatan yang berisi 
kewajiban pembayaran sejumlah uang oleh debitor. Disebut bunga 
maratoir kompensatoir karena bunga yang dibayarkan sebagai 
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pengganti kerugian yang atas keuntungan yang diharapkan yang 
bersifat kompensatoir yaitu mengkompensir kerugian kreditor. 
 
Ganti rugi yang diberikan terlepas dari kerugian riil dari 
kreditor. Kreditor tetap akan mendapat presentase seperti yang 
ditetapkan oleh undang-undang, sekalipun ia membuktikan bahwa 
kerugian riilnya lebih dari itu. Sebaliknya debitor juga tidak boleh 
mangkir dari besarnya presentase yang ditetapkan oleh undang-
undang, meskipun kerugian yang diderita oleh kreditor tidak 
sebesar presentase yang ditetapkan undang-undang. 
Pengaturan khusus mengenai hal ini dapat di lihat dalam 
Pasal 1250 KUHPerdata yang menyebutkan:“Dalam tiap perikatan 
yang semata-mata berhubungan dengan pembayaran sejumlah 
uang, penggantian biaya, rugi dan bunga sekedar disebabkan 
karena terlambatnya pelaksanaan, hanya terdiri atas bunga yang 
ditentukan oleh undang-undang dengan tidak mengurangi 
peraturan-peraturan undang-undang khusus”. 
Besarnya bunga menurut undang-undang berdasarkan 
ketetapan S. 1848 : 22 sebesar 6% per tahun (Subekti, 1999 : 
129). Pembatasan dalam memperhitungakan bunga terhitung 
sejak gugatan dimasukkan dipengadilan. Jadi sebelum gugatan 
diajukan ke pengadilan tidak dapat dimintakan bunga. 
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Bunga maratoir tidak dapat di tuntut atas hutang yang masih 
akan ditentukan jumlahnya. Untuk itu tidak semua kerugian kreditor 
sebagai akibat dari wanprestasinya debitor wajib diganti. Hanya 
sepanjang kerugian yang diderita oleh kreditor terhitung sejak 
diajukannya gugatan ke pengadilan. Pembayaran bunga yang 
tidak diperjanjikan, tidak mewajibkan debitor untuk membayar 
seterusnya dan kelebihan dari pembayaran. 
 
5) Bunga berdasarkan perjanjian 
Bunga berdasarkan perjanjian artinya bunga yang 
ditentukan besarnya oleh para pihak, berdasarkan atas 
kesepakatan yang dibuat antara mereka. Bunga yang diperjanjikan 
boleh melampaui bunga menurut undang-undang, dalam segala 
hal yang tidak dilarang oleh undang-undang. Pasal 1767 
KUHPerdata menetapkan bahwa “Besarnya bunga yang 
diperjanjikan harus ditetapkan secara tertulis”. Pembayaran 
terhadap bunga yang telah diperjanjikan harus dibayar sampai saat 
pengembalian atau penitipan uang pokoknya, biarpun 
pengembalian atau penitipan dilakukan setelah lewatnya utangnya 
dapat ditagih. Hal ini tercermin dalam Pasal 1766 alinea 2 
KUHPerdata. 
Bunga yang diperjanjikan dikenal pula dengan bunga 
konventional. Menurut Satrio (1999:213) bunga konvensional 
adalah bunga yang diperjanjikan dan karenanya tidak ada sangkut 
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pautnya dengan masalah ganti rugi. Bunga ini diberikan bukan 
sebagai ganti rugi, tetapi karena disepakati oleh para pihak dan 
karenanya mengikat para pihak. Mengikatnya kesepakatan yang 
dibuat oleh para pihak didasarkan pada Pasal 1338 KUHPerdata 
yang mengatur bahwa “Semua perjanjian yang dibuat secara sah 
berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. 
Asas ini dikenal dengan asas pacta sunt servanda yang 
penerapannya seiring dengan asas itikad baik. 
Pembatasan terhadap bunga yang terlampau tinggi hanya 
dikenal dalam Woekerordonantie Staatsblad 1938 No. 524 yang 
juga merupakan pembatasan pada masa kebebasan berkontrak 
yang dikenal dengan Ordonantie Riba. Dalam pasal-pasalnya 
ditetapkan bahwa “jika kewajiban timbal balik para pihak dalam 
suatu perjanjian sejak semula nilainya demikian tidak imbangnya, 
sehingga dengan melihat keadaan, ketidakseimbangan kewajiban-
kewajiban antar mereka adalah luar biasa, maka Hakim baik atas 
permohonan salah satu pihak atau karena jabatannya berhak 
untuk mengurangi beban kewajiban para pihak atau menyatakan 
perjanjian itu batal, kecuali ternyata, bahwa pihak yang dirugikan 
telah memperhitungkan dengan cermat akibat daripada perikatan 
yang diadakan olehnya dan ia tidak telah bertindak dengan 
ceroboh, kurang pengalaman dan dalam keadaan darurat (Satrio, 
1999 : 217). 
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Dalam praktik di masyarakat, bunga menurut perjanjian 
seringkali ditentukan oleh salah satu pihak, terutama oleh pemilik 
uang dan bunga yang ditentukannya sangat tinggi yaitu berkisar 
antara 5-7% per bulan sehingga bunganya berkisar antara 60-48% 
per tahun. Bunga yang sangat besar ini sangat memberatkan bagi 
peminjam, namun disepakatinya saja mengingat ia berada pada 
posisi yang lemah. Berdasarkan asas kebebasan berkontrak, maka 
pada dasarnya perjanjian riba itu sah, meskipun debitor merasa 
tertekan oleh bunga yang tinggi, hal ini biasanya disebabkan 
karena keadaan ekonomi debitor. 
 
6) Bunga berbunga. 
Pasal 1251 KUHPerdata tentang bunga berbunga 
sebenarnya untuk melindungi kepentingan debitor. Dengan adanya 
Pasal 1251 KUHPerdata para pihak dilarang untuk memperjanjikan 
bunga, yang seharusnya ditagih sudah jatuh tempo tetapi belum 
dibayar, akhirnya menghasilkan bunga lagi. Dalam Pasal 1251 
ditentukan bahwa:“Bunga dari uang pokok yang dapat ditagih 
dapat pula menghasilkan bunga, baik karena suatu permintaan 
dimuka pengadilan, maupun karena persetujuan tersebut 
mengenai bunga yang harus dibayar untuk satu tahun”. 
Berdasarkan pasal tersebut nampak bahwa undang-undang 
telah melindungi kepentingan debitor dari beban-beban bunga 
yang terlalu berat. Untuk itu kreditor tidak diperkenankan secara 
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otomatis menambah bunga yang terhutang karena pokok belum 
dibayarkan. Tagihan atas sejumlah utang tidak otomatis 
menghasilkan bunga berbunga, kecuali dituntut dimuka pengadilan 
dan telah diperjanjikan sebelumnya. 
Batasan tagihan atas bunga berbunga hanya untuk bunga 
yang harus dibayar dalam satu tahun. Untuk itu meskipun kreditor 
menuntut dimuka pengadilan atau telah diperjanjikan sebelumnya 
oleh debitor, namun bunga utang yang belum cukup satu tahun 
tidak dapat ditagih atas bunga berbunga. 
 
C. Cacat Kehendak  
Suatu perjanjian dapat dimintakan pembatalan, apabila 
perjanjian itu tidak memenuhi syarat subjektif. Salah satu syarat 
subjektif yaitu adanya kesepakatan. Kesepakatan yang terjadi 
biasanya mengandung cacat yang dikenal dengan cacat kehendak. 
Pasal 1321 KUHPerdata menyebutkan bahwa:“Tiada kesepakatan 
yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan, atau yang 
diperoleh dengan paksaan atau penipuan”. 
Kesepakatan ini biasanya terjadi karena salah satu pihak tidak 
dapat mengemukakan kehendaknya secara murni. Berdasarkan Pasal 
1321 KUHPerdata cacat kehendak ini sebagai akibat dari adanya 
kekhilafan, penipuan, atau paksaan : 
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1) Kekhilafan. 
Kekhilafan terjadi apabila orang dalam suatu persesuaian 
kehendak mempunyai gambaran yang keliru mengenai orangnya 
dan barangnya (Purwahid Patrik, 1994 : 58). Undang-undang 
hanya mengatur kekhilafan mengenai hakikat dari suatu benda 
artinya apa yang menjadi dasar dan keadaan-keadaan suatu 
benda. Kekhilafan hanya mungkin terdapat sifat-sifat yang pada 
waktu membuat perjanjian sudah ada atau seharusnya sudah ada 
dan tidak dapat mengenai sifat-sifat yang akan ada dikemudian 
hari. 
Selain harus ada hakikat dari suatu benda dalam 
kekhilafan, juga kekhilafan itu harus memenuhi syarat dapat 
diketahui oleh pihak lain : 
1) Dapat diketahui, artinya bahwa pihak lawan mengetahui atau 
seharusnya sebagai manusia yang normal bahwa telah terjadi 
kekhilafan. 
2) Dapat dimaafkan, artinya kekhilafan tidak dapat dimintakan 
kalau orang yang meminta itu berdasar atas kebodohannya. 
Menurut Wiryono Prodjodikoro (2000 : 32) kekhilafan itu 
harus dapat dimengerti, harus tidak aneh, dan harus dimaafkan. 
Suatu pihak dapat dikatakan dalam keadaan khilaf apabila 
mengira ada suatu keadaan yang sebetulnya tidak ada, ada 
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hubungan pertama-tama dengan penerangan yang ia mendapat 
dari pihak lain sebelum persetujuan diadakan. 
2) Paksaan. 
Paksaan dalam arti luas meliputi segala ancaman baik 
kata-kata atau tindakan. Orang yang berada dibawah ancaman 
memiliki kehendak yang tidak bebas, untuk itu perjanjian yang 
dibuat dapat dibatalkan. Paksaan terjadi jika salah satu pihak 
memberikan kesepakatannya karena ditekan atau dipaksa secara 
psikologis. 
Mengenai batasan suatu perbuatan dikategorikan sebagai 
paksaan diatur dalam Pasal 1324 KUHPerdata yaitu :“Paksaan 
telah terjadi, apabila perbuatan itu sedemikian rupa hingga dapat 
menakutkan seseorang yang berpikiran sehat, dan apabila 
perbuatan itu dapat menimbulkan ketakutan pada orang tersebut 
bahwa dirinya atau kekayaannya terancam dengan suatu kerugian 
yang terang dan nyata”. 
Menurut Wiryono Profjodikoro (2000 : 33), perumusan dari 
Pasal 1324 KUHPerdata belum sempurna, harus ditumbuhkan 
bahwa hal yang diancamkan itu harus merupakan hal yang tidak 
diperlakukan oleh hukum. Dalam mempertimbangkan sifat 
ancaman yang harus diperhatikan kelamin serta kedudukan 
orang-orang yang bersangkutan. Contoh dari paksaan yang dapat 
mengakibatkan pembatalan persetujuan ialah ancaman dengan 
 
 
 
45 
penganiayaan, pembunuhan, atau dengan membongkar suatu 
rahasia. 
Ancaman dapat dilakukan oleh pihak ketiga atau terhadap 
suami atau isteri atau sanak keluarga dalam garis lurus ke atas 
atau ke bawah dari pihak yang bersangkutan. Penggunaan alat 
dalam melakukan ancaman harus tidak dibolehkan, tetapi suatu 
ancaman yang dengan upaya-upaya hukum adalah 
diperbolehkan, apabila tujuannya tidak merugikan orang yang 
dipaksa. 
3) Penipuan. 
Perjanjian yang dilakukan dengan penipuan dapat 
dibatalkan. Penipuan dilakukan dengan sengaja dari pihak lawan 
untuk mempengaruhi ke tujuan yang keliru atau supaya dapat 
mempunyai gambaran keliru. Penipuan diatur dalam Pasal 1328 
KUHPerdata yaitu:“Penipuan merupakan suatu alasan untuk 
pembatalan persetujuan, apabila tipu muslihat yang dipakai oleh 
salah satu pihak adalah sedemikian rupa sehingga terang dan 
nyata bahwa pihak yang lain tidak telah membuat perikatan itu jika 
tidak dilakukan tipu muslihat tersebut”. 
Penipuan dapat menyebabkan seorang yang tertipu sesat 
tentang barang yang menjadi objek perjanjian. Pembatalan 
perjanjian dengan alasan penipuan harus dibuktikan. Perbedaan 
antara paksaan dengan penipuan dalam hal ini, paksaan pihak 
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yang diancam itu sadar bahwa kehendaknya itu tidak dikehendaki, 
sedangkan penipuan kehendaknya yang keliru, sama halnya 
dengan kekhilafan. 
D. Penyalahgunaan Keadaan. 
Penyalahgunaan keadaan sebagai salah satu syarat 
pembatalan perjanjian dapat dikategorikan sebagai kehendak yang 
cacat.  Terbentuknya ajaran penyalahgunaan keadaan ini didasarkan 
pada putusan-putusan hakim yang sering membatalkan perjanjian 
baik seluruhnya atau sebagian dengan alasan adanya keadaan yang 
bertentangan dengan kebiasaan, tanpa didasarkan pada alasan 
adanya cacat kehendak. 
Penyalahgunaan keadaan berkaitan dengan syarat-syarat 
subjektif perjanjian. Menurut Van Dunne (Henry Panggabean, 2001 : 
42) penyalahgunaan keadaan itu menyangkut keadaan-keadaan yang 
berperan pada terjadinya kontrak : menikmati keadaan orang lain tidak 
menyebabkan isi kontrak atau maksudnya menjadi tidak dibolehkan, 
tetapi menyebabkan kehendak yang disalahgunakan menjadi tidak 
bebas. 
Dalam putusan Hoge Raad penyalahgunaan keadaan dianggap 
sebagai adanya sebab yang dilarang. Hoge Raad beranggapan 
bahwa tanpa sebab dalam suatu perjanjian adalah bertentangan 
dengan kesusilaan, sehingga apabila terjadi penyalahgunaan keadaan 
dari salah satu pihak, karena keadaan darurat dan tidak seimbang 
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maka perjanjian itu dianggap dilakukan dengan sebab yang tidak 
diperbolehkan dan perjanjian itu adalah tidak berlaku atau batal demi 
hukum. 
Menurut Van Dunne (Henry Panggabean 2001 : 44) 
penyalahgunaan keadaan dapat dibedakan atas : 
a. Penyalahgunaan keadaan karena keunggulan ekonomis 
disyaratkan : 
- Satu pihak harus mempunyai keunggulan ekonomis terhadap 
pihak lain. 
- Pihak lain terpaksa mengadakan perjanjian 
b. Penyalahgunaan keadaan karena keunggulan kejiwaan 
disyaratkan 
- Salah satu pihak menyalahgunakan ketergantungan ive, seperti 
hubungan kepercayaan istimewa antara orang tua dan anak, 
suami isteri, dokter pasien, dan pendeta dengan jamaat. 
- Salah satu pihak menyalahgunakan keadaan jiwa yang 
istimewa dari pihak lawan, seperti adanya gangguan jiwa, tidak 
berpengalaman, gegabah, kurang pengetahuan, kondisi badan 
yang tidak baik dan sebagainya. 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
 
A. Lokasi Penelitian 
Penelitian ini akandilakukan di Kabupaten Pangkep Provinsi 
Sulawesi Selatan, karena hingga saat ini di daerah ini perjanjian 
pinjam meminjam uang dengan bunga yang tinggi atau dikenal 
dengan perjanjian riba masih banyak dilakukan di masyarakat, dalam 
hal ini rentenir. 
 
B. Populasi dan Sampel 
1. Populasi 
Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah 
masyarakat yang terlibat dalam perjanjian riba di Kabupaten 
Pangkep. 
2. Sampel  
Sampel diambil dari responden yang terdiri dari : 
 Responden dari kalangan masyarakat yang menjadi nasabah 
dari rentenir atau debitor sebanyak 15 orang 
 Responden dari kalangan rentenir atau kreditor sebanyak 5 
orang. 
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C. Jenis dan Sumber Data 
Adapun jenis dan sumber data yang dipergunakan dalam 
penulisan ini adalah sebagai berikut: 
1. Data Primer 
Data ini diperoleh dari penelitian lapangan pada pihak-pihak yang 
terkait dan relevan dengan permasalahan yang dirumuskan, dalam 
hal ini Rentenir, peminjam uang dan Hakim. 
 
D. Teknik Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis yaitu : 
Field Research yaitu mengadakan penelitian di lapangan secara 
langsung pada objek yang dituju, dengan mengambil data yang 
diperlukan. Dalam metode Field Researchini penulis memakai cara: 
metode Interview, yaitu penulis mengadakan wawancara atau tanya 
jawab dengan Hakim, debitor dan Rentenir. 
 
E. Analisis Data 
Dari data yang penulis dapatkan, kemudian dianalisis secara 
kualitatif yaitu dengan menjelaskan dan menguraikan permasalahan- 
permasalahan  yang penulis bahas dalam skripsi ini dan berdasarkan 
hasil penelitian di atas, maka ditarik suatu kesimpulan yang merupakan 
hasil penelitian. 
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BAB IV 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
A. Analisis Konsep Riba (Woeker) dalam Woeker Ordonantie 
Staatsblad 1938 Nomor 524 
Sejak dahulu, perjanjian pinjam-meminjam uang disertai dengan 
bunga adalah merupakan salah satu bentuk perjanjian yang dikenal 
oleh masyarakat Indonesia dan hal ini dapat dikatakan telah 
membudaya, bahkan hal ini telah memperoleh pengakuan secara 
yuridis dengan diizinkannya berbagai macam praktik bisnis yang 
menyertakan bunga melalui berbagai peraturan perundang-undangan 
yang terkait seperti undang-undang pelepasan uang ( Geldscieters 
Ordonantie ) pada zaman Belanda dimana setiap orang berhak untuk 
meminjamkan uang. (http://hukum.kompasiana.com/ 2012/ 07/ 20/ 
rentenir- dan- lemahnya-hukum -indonesia-472787.html). 
 Sejak undang-undang pelepasan uang (Geldscieters 
Ordonantie) keluar banyak bermunculan lintah darat yang 
meminjamkan uang dengan bunga tinggi sehingga untuk menjaga 
keseimbangan dan mengurangi jumlah lintah darat, pemerintah 
mengeluarkan undang-undang riba ( Woeker Ordonantie ) yang 
menyatakan bahwa : 
 “semua pihak yang berkepentingan (termasuk Hakim) dapat 
membatalkan suatu perjanjian kecuali dapat di buktikan bahwa pihak 
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yang lemah tidak bertindak karena kurang pengetahuan atau kurang 
pengalaman”.  
Khusus bagi umat Islam, perbuatan ini dikenal sebagai riba 
yang diharamkan menurut ajaran Islam sebagaimana ditegaskan 
dalam kitab suci Alqur'an. Namun, yang penulis maksudkan dengan 
riba dalam skripsi ini adalah pengertian riba yang diatur dalam Woeker 
Ordonantie Staatsblad 1938 No. 524.  Dalam pasal-pasalnya diperoleh 
pengertian bahwa woeker atau riba adalah suatu kewajiban timbal 
balik para pihak dalam suatu perjanjian sejak semula nilainya demikian 
tidak imbangnya, sehingga dengan melihat keadaan, 
ketidakseimbangan kewajiban-kewajiban antar mereka adalah luar 
biasa, kecuali ternyata, bahwa pihak yang dirugikan telah 
memperhitungkan dengan cermat akibat daripada perikatan yang 
diadakan olehnya dan ia tidak telah bertindak dengan ceroboh, kurang 
pengalaman, dan dalam keadaan darurat. 
Oleh karena itu, menurut penulis unsur-unsur woeker yang 
dapat ditarik dari pasal-pasal dalam Woeker ordonantie Staatsblad 
1938 No. 524 adalah:  
1. Adanya suatu perjanjian yang menimbulkan kewajiban timbal-balik 
antara para pihak yang mengadakan kesepakatan; 
2. Kewajiban atau prestasi antara para pihak demikian tidak 
seimbang, sehingga dengan melihat keadaan, ketidakseimbangan 
kewajiban-kewajiban antar mereka adalah luar biasa; 
50 
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3. Kecuali bahwa pihak yang dirugikan telah memperhitungkan 
dengan cermat akibat daripada perikatan yang diadakan olehnya 
dan ia tidak telah bertindak dengan ceroboh, kurang pengalaman 
dan dalam keadaan darurat. 
Unsur yang pertama dari definisi woeker atau riba di atas 
mewajibkan adanya perikatan yang menimbulkan prestasi di antara 
para pihak sehingga perjanjian yang menimbulkan prestasi terhadap 
salah satu pihak saja sedangkan yang lainnya tidak, maka perjanjian 
tersebut bukan termasuk dalam unsur yang pertama. 
Unsur yang kedua adalah kewajiban yang ditimbulkan dari 
adanya perikatan demikian tidak seimbang sehingga 
ketidakseimbangannya mencapai titik yang luar biasa. Apa yang 
dimaksud dengan tidak seimbang yang luar biasa dalam rumusan di 
atas masih terdengar sangat abstrak dan dapat ditafsirkan bermacam-
macam. Satu hal yang pasti menurut penulis bahwa yang dimaksud 
dengan frase “luar biasa” dalam unsur kedua adalah sesuatu yang 
tidak lazim dilakukan dalam masyarakat umum dan jauh dari standar 
maksimal yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. 
Oleh karena itu dalam konteks bunga, maka pembebanan bunga yang 
terlampau tinggi yang tidak lazim dipraktikkan dalam masyarakat dan 
berselisih jauh nominalnya dengan standar suku bunga yang 
ditetapkan oleh Bank Indonesia selaku pihak yang berwenang akan hal 
itu, maka itu merupakan ketidakseimbangan yang luar biasa. 
 
 
 
53 
Unsur yang ketiga adalah kecakapan dalam memperhitungkan 
akibat-akibat yang akan ditimbulkan dari perikatan yang dilakukan dan 
tidak adanya kecerobohan, kurang pengalaman, serta keadaan 
darurat. Menurut penulis, unsur ini merupakan alasan yang dapat 
digunakan sebagai argumen untuk membatalkan permohonan 
pembatalan perjanjian yang diajukan oleh debitor yang dirugikan. 
Apabila dapat dibuktikan bahwa debitor yang dirugikan akibat 
perjanjian riba telah memperhitungkan perbuatannya secara sadar dan 
matang, yang pada saat memperhitungkan perbuatan tersebut tidak 
ada unsur kelalaian, kurang pengalaman dan keadaan terpaksa. Oleh 
karena itu, kecakapan dalam memperhitungkan akibat sangat 
berhubungan dengan mentalitas seseorang, keadaan yang menyertai, 
dan tingkat pendidikannya.  
Istilah “kecerobohan” di atas dibagi menjadi dua, yaitu 
kecerobohan karena kurang hati-hati dan kecerobohan karena 
pengabaian. Pengertian yang pertama adalah sebagai sikap 
seseorang dalam hal ini debitor yang kurang hati-hati dalam 
memperhitungkan kerugian yang kemungkinan akan terjadi. 
Pengertian yang kedua adalah berbuat sesuatu yang lain daripada 
yang seharusnya dilakukan karena debitor secara nyata telah 
mengabaikan dari pikirannya akibat secara konkreto. Perbedaan 
pengertian kelalaian yang pertama dengan yang kedua adalah pada 
yang pertama kemungkinan kerugian tidak diketahui oleh debitur 
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sedangkan yang kedua adalah kemungkinan kerugian diketahui oleh 
debitur, akan tetapi ia tidak mengambil langkah-langkah pencegahan 
yang mungkin disebabkan oleh kepercayaan diri yang terlampau tinggi. 
Selanjutnya istilah “kurang pengalaman” dalam unsur ketiga 
sangat abstrak. Menurut penulis, frase ini berkaitan dengan 
pengalaman seseorang dalam dunia ekonomi dan hukum, khususnya 
hukum bisnis dan tingkat pendidikannya. Oleh karena itu, seorang 
profesional atau yang memiliki tingkat pendidikan yang tinggi 
khususnya dalam bidang ekonomi atau hukum, harus dipandang 
sebagai orang yang berpengalaman sedangkan orang yang awam 
atau baru berkecimpung ke dalam dunia bisnis dan hukum dapat 
dipandang kurang pengalaman. Bisa jadi frase “kurang pengalaman” 
tersebut juga dimaksudkan sebagai orang yang belum dewasa (di 
bawah 21 tahun) karena mengikuti adagium terkenal yaitu, “Semakin 
bertambah usia, semakin banyak pengalaman hidup”.     
Kemudian tentang makna frase “keadaan darurat” atau yang 
biasa dikenal dengan istilah keadaan terpaksa (overmacht) dalam 
unsur ketiga, terbagi menjadi dua yaitu keadaan terpaksa mutlak dan 
keadaan terpaksa relatif. Keadaan terpaksa yang bersifat mutlak kalau 
memang tidak ada lagi jalan oleh seseorang untuk memperoleh 
pinjaman selain dengan cara mengadakan perjanjian riba, misalnya 
seseorang yang sangat membutuhkan uang untuk biaya berobat akan 
tetapi ia tidak mempunyai barang yang akan dijadikan jaminan hutang, 
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tidak ada kerabat maupun keluarga yang bisa atau bersedia 
memberikan bantuan, dan tidak lolos kualifikasi untuk mengambil 
kredit pada lembaga-lembaga pembiayaan yang resmi dan sah yang 
oleh karena itu tidak ada jalan lain selain meminjam uang dari rentenir 
yang memberikan bunga yang melebihi standar maksimal yang 
diterapkan oleh pemerintah. 
Berbeda dari keadaan terpaksa yang mutlak, keadaan terpaksa 
yang bersifat relatif, sebenarnya masih ada kemungkinan untuk tidak 
melakukan perjanjian riba tersebut, tetapi karena suatu keadaan yang 
menyebabkan ia harus memilih untuk melakukan perjanjian riba. 
Misalnya, ia masih bisa menjual motor miliknya, akan tetapi karena 
motor miliknya merupakan alat untuk mencari penghasilan disebabkan 
profesinya sebagai tukang ojek dan ia tidak memiliki keterampilan lain, 
maka ia terpaksa meminjam uang dari rentenir.   
Dari pemaparan singkat penulis di atas, kiranya dapat dipahami 
bahwa istilah woeker yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia 
sebagai riba berbeda dengan istilah riba yang ada dalam hukum Islam. 
Istilah riba dalam hukum Islam bunga yang berarti tambahan dari 
pinjaman pokok. Dari makna tersebut, maka konsep riba dalam 
Woeker Ordonantie Staatsblad 1938 No. 524 hanya mencakup 
sebagian dari konsep riba dalam hukum Islam. Hal ini karena Islam 
menganggap bahwa beban kewajiban yang tidak seimbang secara luar 
biasa maupun biasa dianggap sebagai riba sedangkan riba dalam 
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Woeker Ordonantie Staatsblad 1938 No. 524 hanya mencakup selisih 
yang luar biasa.  
Memang dalam menerjemahkan istilah woeker ke dalam bahasa 
Indonesia dengan istilah riba akan menyebabkan kebingungan dalam 
pemahaman konseptualnya karena baik masyarakat awam, para 
praktisi, dan akademisi khususnya di bidang ekonomi dan hukum 
hanya mengenal makna riba dalam terminologi Islam. Istilah riba 
memang sebenarnya merupakan istilah yang eksklusif milik hukum 
Islam sehingga mengubah substansi maknanya akan menyebabkan 
kekaburan dan kebingungan yang oleh karena itu dalam beberapa 
artikel yang penulis baca, para penerjemah kebanyakan 
menerjemahkan istilah woeker dengan istilah “pelepasan uang” untuk 
menghindari kekaburan dan kebingungan tersebut. Oleh karena itu, 
dalam penulisan karya ilmiah ini sengaja penulis paparkan konsep riba 
dalam artian woeker agar tidak terjadi kesalahpahaman oleh pembaca 
dengan istilah riba yang dipakai dalam hukum Islam. Karya ilmiah ini 
penulis maksudkan membahas tentang praktik perjanjian riba menurut 
konsep riba dalam Woeker Ordonantie Staatsblad 1938 No. 524, 
bukan menurut konsep riba dalam hukum Islam. 
B. Praktik Perjanjian Riba di Kabupaten Pangkep  
Kata riba berasal dari bahasa Arab. Namun istilah riba juga 
dikenal di Belanda dengan istilah Woeker. Menurut kamus bahasa 
Belanda woeker berarti keuntungan yang tidak sah, bunga tidak layak 
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tingginya yang diminta dengan menyalahgunakan keadaan seseorang 
yang sangat membutuhkan uang. Woeker lebih dikenal dengan riba. 
Dalam Ensiklopedia Indonesia (Syahbirin Harahap, 1993:46) riba 
menurut bahasa ialah tambahan. Dalam kamus populer, rentenir 
berasal dari kata rente yang artinya bunga (bunga uang) atau riba 
menurut Al-Qur’an. Sedangkan definisi umum dari bunga atau riba itu 
sendiri adalah sejumlah nilai berdasarkan persentase tertentu dari 
jumlah pinjaman pokok yang harus disertakan pada saat 
pengembalian pinjaman. Jadi rentenir dapat diartikan sebagai orang 
yang hidupnya dari riba. Biasanya ketertarikan masyarakat untuk 
berhutang kepada rentenir karena kemudahan yang didapatnya 
daripada mereka harus meminjam modal ke bank. Meminjam uang ke 
rentenir tidak membutuhkan syarat-syarat khusus. Tinggal bertemu, 
lalu ditentukan bunganya dan bisa cair hari itu juga. Namun, langkah 
yang mereka ambil malah membuat mereka kehilangan lebih banyak 
uang, karena bunga yang dibebankan pun tinggi. Apalagi, jika usaha 
mereka tidak berkembang dengan baik, rentenir itu akan semakin 
menyiksa mereka. (http://nbening.blogspot.com/2012/05/rentenir-
layaknya-monster-berwajah.html).  
Permasalahan ekonomi yang terjadi dalam masyarakat 
memang tidak ada habisnya.  Hal ini disebabkan terjadinya krisis 
ekonomi berkepanjangan yang tentunya sangat merugikan dan 
meresahkan masyarakat. Kesulitan ekonomi ini tak jarang membuat 
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masyarakat sulit untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Keadaan 
ini akan membuat masyarakat yang notabene hanya pengusaha kecil 
akan menjadi sulit dalam membangun usaha mereka yang 
disebabkan modal mereka hanya sedikit dan tidak mudah untuk 
menemukan tempat untuk meminjam modal, hal ini yang menjadi 
alasan menjamurnya praktik riba di kalangan masyarakat. 
Alasan yang dapat membuat peminjam mengeluh terhadap 
rentenir, bahkan kabur dari tanggung jawabnya yaitu karena 
bunganya yang terlalu besar, biasanya rentenir menetapkan bunga 
dengan interval 10% sampai dengan 30 % bahkan ada yang sampai 
50%. Sementara kalau dibandingkan pinjaman dari Pegadaian, 
Koperasi Simpan Pinjam, BPR dan Bank Umun, yang mana kisaran 
bunganya tidak lebih dari 10% sampai dengan 15% (berpatokan pada 
suku bunga acuan Bank Indonesia) atau bahkan hanya 3% sampai 
dengan 4% dalam menetapkan bunga. Penagihan pinjaman dilakukan 
dengan tindakan sewenang-wenang kepada nasabah yang mulai telat 
dalam membayar cicilan. Karena tidak ada jaminan atau agunannya, 
banyak nasabah yang akhirnya melarikan diri, karena tidak sanggup 
membayar. Biasanya rentenir memiliki tukang pukul untuk mengejar 
nasabah yang melarikan diri dari tanggung jawabnya. Rentenir 
disamping memudahkan masyarakat, juga sangat menyengsarakan 
masyarakat dalam segi pembayaran pinjaman dan cara penagihan 
hutang. 
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Beberapa alasan yang sering menyebabkan masyarakat 
terjerembab kepada rentenir tersebut diantaranya adalah, pertama 
mereka memerlukan pinjaman yang sangat cepat dan tidak mengenal 
waktu (tidak procedural). Kedua, masyarakat tidak mampu 
menghitung antara beban bunga dan denda yang mesti dibayarnya. 
Ketiga, rentenir mampu memberikan pelayanan sangat humanis 
(excellent), dan sesuai dengan selera masyarakat dan keempat, tidak 
banyak lembaga keuangan yang mampu menjangkau golongan orang 
kecil. Dampak Negatif, jika dilihat secara sepintas memang sepertinya 
pinjaman rentenir tidak menimbulkan dampak negative dan bahkan 
mampu memberikan dampak ekonomi yang baik. Misalnya ketika 
masyarakat membutuhkan modal cepat, mereka bisa langsung 
mendapatkan modal dan pada hari yang sama sudah dikembalikan. 
Pola ini mirip apa yang disebut dengan financial bridging. Namun jika 
diamati lebih lanjut, rentenir akan memberikan dampak negative yang 
panjang. Akibat dari praktik riba dalam hal ini rentenir salah satunya 
yaitu, menciptakan kondisi sosial masyarakat yang sakit. Banyak 
korban rentenir yang usaha dan keluarganya jadi rusak/bangkrut  
sehingga menyebabkan dendam dan permusuhan. Hubungan 
humanistik yang dibangun oleh rentenir sesungguhnya bersifat semu 
bahkan menjerumuskan dan bertentangan dengan syariat islam yang 
melarang kepada pemeluknnya untuk bertransaksi dengan system 
bunga yang besar, kerena bunga yang kecil masih bersifat khilafiyah. 
 
 
 
60 
Transaksi ini jelas bertentangan dengan Al Qur’an Surat Al Imron 130-
131. “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu makan riba 
dengan berlipat ganda dan bertaqwalah kamu kepada Allah, semoga 
memperoleh keberuntungan”. 
Di dalam kehidupan masyarakat saat ini khususnya di 
kabupaten Pangkep praktik riba semakin berkembang, bahkan 
bentuk-bentuk riba semakin banyak dapat ditemukan. Banyak 
masyarakat yang terlilit utang dengan para rentenir. Perjanjian riba ini 
semakin banyak dimanfaatkan oleh masyarakat mengingat cara 
perolehan pinjaman yang tidak berbelit-belit dan prosedurnya singkat. 
Seseorang yang membutuhkan dana cepat dapat dengan mudah 
memperolehnya dengan menemui rentenir-rentenir yang ada di sekitar 
tempat tinggalnya, tanpa melalui prosedur yang panjang, pinjaman 
dapat dengan mudah diperolehnya bahkan tanpa agunan. Pada 
umumnya tidak ada orang yang mau meminjam, kecuali dalam 
keadaan sangat membutuhkan dan karena terpaksa, walaupun ia tahu 
akibat yang akan menimpa dirinya. Bunga yang dibayar oleh debitor 
kepada kreditor kadang-kadang berasal dari pinjaman orang lain yang 
dikenal dalam masyarakat dengan istilah gali lubang tutup lubang. 
Namun kenyataan yang ada dalam masyarakat perjanjian riba ini tidak 
dapat terelakkan. Adanya kemudahan memperoleh pinjaman semakin 
menarik minat masyarakat. 
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Keberadaan rentenir di tengah-tengah masyarakat awalnya 
dianggap sebagai dewa penolong, namun kemudian masyarakat 
merasakan kejamnya “saudara” mereka ini. Perlakuan para rentenir 
yang awalnya sangat baik karena mereka sedang berusaha untuk 
menarik simpati calon pelanggannya berubah menjadi “monster” 
ketika tiba waktu pembayaran. Besarnya bunga yang dibebankan, 
mengakibatkan semakin banyaknya hutang mereka. Hutang yang 
semula hanya Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dalam satu tempo 
satu bulan menjadi Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) . 
Jika ketika jatuh tempo tidak bisa membayar, maka bulan berikutnya 
utang beserta bunganya akan dibungakan kembali, jadi dari Rp 
1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) menjadi Rp 
1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah). Bayangkan ketika 
kita berhutang Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) maka dalam 
tempo satu bulan ia harus mengembalikan Rp 12.000.000,00 (dua 
belas juta rupiah). 
Dalam bisnis rentenir tidak ada aturan mengenai besarnya bunga, 
semua tergantung  rentenir, dan pengutang harus mematuhi aturan 
tersebut. Berikut ini beberapa alasan para kreditor melakukan praktek 
meminjamkan uang yakni : 
Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Ibu SY pada 
tanggal 20 Desember 2012 di Kelurahan Tumampua, Kecamatan 
Pangkajene, Kabupaten Pangkep, mengatakan bahwa strategi 
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bisnisnya menerapkan tarif bunga yang berbeda-beda dimana mulai 
dari 10% perbulannya, sedangkan sisanya bervariasi mulai dari 20% 
sampai dengan 50% per bulannya. Namun tarif tersebut sesuai 
dengan jumlah nominal yang dipinjam oleh para debitor. 
Menurut penulis strategi bisnis seperti ini pada dasarnya umum 
dilakukan oleh para kreditor, namun keuntungan yang diperoleh 
kreditor terlalu besar sehingga membuat para debitor sulit untuk 
melunasi bunga yang diberikan oleh kreditor, dan bunga yang 
ditetapkan oleh para kreditor sudah tidak sesuai dengan apa yang 
menjadi patokan yakni besarnya suku bunga acuan Bank Indonesia. 
Yang mana kisaran bunganya tidak lebih dari 10% sampai dengan 
15%. Dengan bunga yang tinggi, debitor biasanya mengeluh pada 
angsuran bulan ke tiga dan selanjutnya, karena dianggap mulai 
memberatkan. Hal inilah yang menyebabkan banyak debitor lari dari 
tanggung jawab untuk melunasi utangnya karena ketidakmampuan.  
Selanjutnya alasan lain, dikatakan oleh Ibu bernisial SN Pada 
tanggal 23 Desember 2012 di Kelurahan Tumampua, Kecamatan 
Pangkajene, Kabupaten Pangkep, dia menjalankan strategi bisnis 
pinjaman dengan cara mengumpulkan uang dari saudara-saudaranya 
untuk dipinjamkan kepada orang lain dengan dikenakan bunga, dan 
menurut ibu AD disaat sekarang ini dia tidak perlu mencari konsumen 
tetapi konsumen yang datang untuk meminta pinjaman. Sebagian 
besar konsumen dia adalah pedagang kecil di pasar-pasar tradisional. 
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Biasanya peminjaman ratusan ribu sampai jutaan dengan waktu 
pengembalian 40 hari. Tetapi biasanya dia memberikan kelonggaran 
sampai 60 hari. 
Menurut penulis, apa yang diungkapkan oleh ibu SN merupakan 
bukti nyata bagaimana masyarakat menganggap bahwa jasa yang 
ditawarkan oleh ibu SN merupakan sesuatu yang mudah untuk 
dilakukan oleh masyarakat dalam melakukan pinjaman meskipun 
masyarakat sudah mengetahui bahwa akan ada bunga yang besar 
yang diberikan oleh kreditor, namun karena ibu SN tidak memberikan 
syarat yang berat dan proses peminjaman tidak berbelit-belit, tentunya 
ini menjadi alasan mengapa banyak masyarakat lebih memilih 
meminjam kepada ibu SN ketimbang ke tempat lain. Tentunya hal ini 
dilakukan ibu SN semata-mata untuk mencari untung, apalagi uang 
yang dipinjamkan tersebut bukan hanya uang miliknya, namun juga 
uang dari sanak saudara dan keluarganya. Sehingga ibu SN merasa 
bahwa dia juga harus mendapatkan untung yang besar melalui bisnis 
pinjamannya ini. 
Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh Ibu EM Pada 
tanggal 24 Desember 2012 di Kelurahan Tumampua, Kecamatan 
Pangkajene, Kabupaten Pangkep, dikatan oleh Ibu EM dia  
memberikan kredit kepada debitor dengan system agunan, barang 
yang akan dijadikan jaminan itu haruslah sah milik debitor sendiri, 
namun andaikan barang yang ingin digadaikan itu milik orang lain 
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maka harus ada persetujuan dari pemilik sahnya, namun nilai jual 
barang tersebut tidak setara dengan nominal besar pinjaman. Seperti 
contoh yang diberikan oleh Ibu EM yakni seorang debitor yang ingin 
meminjam uang dengan menggadaikan sepeda motor seharga 
Rp.15.000.000,- dan masa pemakaian baru setahun, hanya diberikan 
pinjaman sebesar Rp. 5.000.000,- padahal harga jual kembali motor 
tersebut berkisar Rp. 10.000.000-Rp. 13.000.000,-. 
Menurut penulis apa yang dilakukan oleh Ibu EM tidak sesuai 
dengan aturan dalam pasal 1754 KUH Perdata yakni : “Pinjam-
meminjam adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu 
memberkan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-
barang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak 
yang terakhir ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari jenis 
dan mutu yang sama pula”. Jadi penulis berharap bahwa Ibu EM 
harusnya memberikan pinjaman sesuai dengan nilai barang yang 
digadaikan. 
Dari wawancara bersama Ibu MH Pada tanggal 28 Desember 
2012 di Kelurahan Tumampua, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten 
Pangkep, dikatakan bahwa dalam memberikan pinjaman kepada 
debitor, tidak dilakukan secara tertulis atau tidak menggunakan surat 
perjanjian. Namun peminjaman tersebut dilakukan secara lisan. 
Terkadang juga peminjaman dilakukan hanya dengan bukti kwitansi 
yang berisikan nilai nominal pinjaman dan tidak tertera mengenai 
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besarnya jumlah bunga pinjaman serta aturan mengenai pinjaman 
tersebut. 
Penulis berpendapat bahwa dalam melakukan peminjaman, 
seharusnya Ibu MH menggunakan surat perjanjian Pinjam meminjam 
bukan hanya bermodalkan kwitansi saja, baik itu untuk utang dengan 
jumlah kecil maupun utang dengan jumlah yang besar. Hal ini 
dimaksudkan untuk menghindari perselisihan dan pertengkaran 
dikemudian hari dimana debitor bisa saja mengelak bahwa pernah 
melakukan utang atau bahkan mengelak bahwa jumlah yang 
dipinjamnya tidak sesuai dengan yang dikatakan oleh kreditor. 
Begitupun sebaliknya, kreditor bisa saja berpendapat bahwa bunga 
pinjaman setiap bulannya mengalami perubahan atau berbeda-beda 
sehingga debitor mengalami kewalahan / kesulitan dalam melunasi 
utangnya akibat membengkaknya bunga pinjaman. Jadi tanpa adanya 
surat perjanjian, maka akan nampak ketidak jelasan bahwa berapa 
jumlah uang yang diutang oleh kreditor, seberapa besar bunga 
pinjaman setiap bulannya serta kapan utang tersebut jatuh tempo. 
Jadi surat perjanjian sangat diperlukan, bahkan dalam surat tersebut 
harus terdapat sanksi yang suatu saat bisa menguatkan bahwa telah 
terjadi transaksi peminjaman. 
Selanjutnya, dari wawancara bersama Ibu IS Pada tanggal 03 
Januari 2013 di Kelurahan Tumampua, Kecamatan Pangkajene, 
Kabupaten Pangkep, Ibu IS mengatakan bahwa dalam memberikan 
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pinjaman  Ibu IS tidak menanyakan benda yang dijadikan jaminan 
secara detail dengan kata lain Ibu  IS tidak selektif terhadap barang 
jaminan.  
Penulis berpendapat bahwa Ibu IS seharusnya selektif terhadap 
barang jaminan. Sebab bisa saja terjadi perselisihan sendainya barang 
tersebut ternyata sudah dijaminkan pada orang lain. Sebab benda 
yang telah dijaminkan maka akan berubah kepemilikan yakni menjadi 
milik penerima atau kreditor, sehingga jika kreditor tidak selektif 
terhadap barang jaminan, maka akan muncul kreditor lain yang 
mengaku bahwa barang tersebut adalah miliknya. 
Bisa jadi debitor dan kreditor melakukan negosiasi ulang 
terhadap isi kontrak dengan menetapkan perubahan waktu sehingga 
waktu pelunasan hutang beserta bunga-bunganya diperpanjang. 
Dalam praktik ini beberapa dari kreditor melakukannya dengan 
memperhitungkan bunga yang belum terbayar sebagai pinjaman pokok 
sehingga dapat dikatakan bahwa bunga tersebut berbunga lagi. 
Dalam penelitian ini juga ditemukan bahwa para kreditor 
menjalankan praktik bisnisnya secara pribadi dan tidak dilakukan 
pengelolaan secara terlembaga, atau tidak berbentuk korporasi dan 
badan hukum. Menurut penuturan beberapa kreditor yang penulis 
wawancarai, bahwa alasan mereka menjalankan bisnisnya dengan 
tidak berbentuk badan hukum atau korporasi karena dalam bisnis 
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seperti ini tidak dibutuhkan karyawan dan menjalankannya sangat 
mudah sehingga tidak perlu berbentuk badan hukum atau korporasi.  
Dampak negatif yang muncul karena berurusan dengan 
rentenir, yaitu :  
1. Dampak ekonomi, masyarakat yang berhutang kepada rentenir 
semakin miskin karena mereka harus melunasi hutang yang disertai 
bunga yang sangat tinggi.  
2. Dampak psikologis, kata “hutang” sendiri bagi sebagian orang 
menjadi tekanan psikologis, memunculkan gejala-gejala seperti resah, 
insomnia, apalagi ketika “hutang” disandingkan dengan “rentenir”, 
maka yang terjadi ialah tekanan-tekanan psikologis sangat besar yang 
dihadapi oleh masyarakat yang berhutang ini bisa menyebabkan stres 
berkepanjangan. 
3. Rusaknya tatanan sosial masyarakat, dalam hal ini keberadaan 
rentenir ini menyebabkan hilangnya hubungan sinergi antar sesama 
masyarakat . Hubungan yang semula berdasarkan rasa kekeluargaan, 
kebersamaan, gotong royong, berubah menjadi hubungan yang 
bersifat materi saja. 
4. Keamanan yang terganggu. Keberadaan rentenir juga 
mengakibatkan munculnya kriminalitas-kriminalitas (seperti, mencuri, 
merampok, menipu) yang dilakukan oleh beberapa orang yang terlilit 
hutang kepada rentenir. 
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Dalam praktik, perjanjian pinjam meminjam uang dengan 
disertai bunga yang terlampau tinggi telah dipraktikkan di kabupaten 
Pangkep, dari penelitian di lapangan penulis memperoleh data bahwa 
praktik perjanjian riba diterapkan dalam bermacam-macam model 
dengan nominal bungan yang bervariasi oleh setiap pelaku usaha. 
Dari 5 (lima orang) kreditor yang penulis wawancarai, 
kesemuanya mengakui bahwa mereka melakukan praktik pembiayaan 
lewat jalur kredit. Kredit tersebut ditawarkan kepada para calon debitor 
untuk keperluan apapun. Hal ini berbeda dari lembaga-lembaga 
pembiayaan yang telah menetapkan kredit-kredit sesuai dengan 
fungsinya masing-masing, dalam praktik-praktik pembiayaan, dikenal 
istilah-istilah seperti modal ventura (joint venture), sewa guna usaha 
(leasing), anjak piutang (factoring), pembiayaan konsumen, kartu 
kredit, dan gadai. Namun, dalam praktik-praktik perjanjian riba di 
kabupaten Pangkep tidak ada satupun kreditor yang memfokuskan 
usahanya ke dalam salah satu jenis-jenis praktik pembiayaan di atas. 
Para kreditor mengatakan bahwa mereka hanya memberikan pinjaman 
uang kepada debitor dan terserah bagi debitor untuk melakukan hal 
apa dengan uang pinjaman tersebut. 
Adanya keterikatan masyarakat dalam hubungannya dengan 
rentenir tentunya bisa karena kebutuhan permodalan usaha, bisa 
karena kebutuhan untuk memenuhi pola dan gaya hidup, juga yang 
lebih mengenaskan karena desakan kebutuhan untuk sekedar 
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mempertahankan hidup, dari 15 (lima belas) orang debitor yang 
penulis wawancarai kebanyakan alasan mereka meminjam uang ke 
rentenir yaitu untuk membiayai pengeluaran harian/ biaya sehari-hari 
mereka. Berikut adalah tabel persentase jumlah peminjam uang 
beserta alasan : 
NO ALASAN PARA DEBITOR JUMLAH DEBITOR YANG 
MEMAKAI ALASAN INI 
INISIAL 
DEBITOR 
PERSEN
TASE 
1 
 
2 
3 
4 
5 
Untuk membiayai biaya sehari-
hari / pengeluaran harian  
Untuk membiayai pengobatan 
Untuk biaya pendidikan 
Untuk modal usaha 
Untuk menutup utang 
5 
 
2 
2 
3 
3 
SN, ER, 
NR, AS, LS 
HN, RN 
NA, HL 
AA, AR, AY 
NA, FH, WD 
33,3% 
 
13,3% 
13,3% 
20% 
20% 
 JUMLAH TOTAL 15 Orang 15  100% 
 
Alasan diatas sering kali dipakai oleh para debitor untuk 
meminjam uang kepada kreditor. Entah oleh karena pola hidup yang 
konsumtif atau karena terdesak kebutuhan yang tiba-tiba membengkak 
telah menyebabkan beberapa orang akhirnya harus menderita akibat 
ketenangan hidup yang terganggu, bernafas tidak bisa lega dan setiap 
saat was-was diteror suara keras akibat tidak mampu membayar 
hutang yang semula jumlahnya tak seberapa menjadi tak terkira 
besarnya. Berhutang pada rentenir, orang yang memberikan pinjaman 
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dengan bunga besar pada awalnya dirasakan sebagai jalan keluar dari 
masalah keuangan yang sedang dihadapi ternyata membuat hidup 
mereka jadi semakin bermasalah. Pokok hutang tidak mampu dicicil, 
ditambah bunga yang tak kecil akhirnya menyebabkan mereka jadi 
punya hutang banyak pada rentenir. 
Dalam praktiknya, para rentenir ini juga menerapkan standar 
bunga yang berbeda dalam memberikan pinjaman tergantung besar 
pinjaman para debitor. Semakin besar pinjaman debitor maka akan 
semakin rendah bunga yang di berikan oleh kreditor. Berikut adalah 
tabel besarnya jumlah pinjaman dan bunga dari pinjaman tersebut 
yang di ambil dari kreditor yang berbeda : 
NO Besar Pinjaman Bunga yang diberikan 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
Rp. 200.000 
Rp. 500.000 
Rp. 700.000 
Rp. 1.000.000 
Rp. 2.500.000 
Rp. 5.000.000 
50% 
50% 
30% 
20% 
20% 
10% 
 
Mengenai penerapan bunga, pada masing-masing kreditor 
menerapkan tarif yang berbeda-beda terhadap setiap pinjaman dari 
para debitor. kreditor yang menerapkan tarif sampai 50 % tidak 
menetapkannya dalam semua permohonan perjanjian riba yang 
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diajukan oleh debitornya, melainkan hanya menetapkan tarif tersebut 
kepada peminjam yang ingin mengambil kredit kecil-kecilan, yaitu 
dengan nominal Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ke bawah. 
Apabila ada yang ingin mengambil di atas nominal tersebut, maka 
dikenakan tarif 10 sampai 20 % per bulannya. 
Alasan para debitor meminjam uang kepada rentenir bermacam-
macam seperti pada tabel diatas, berdasarkan wawancara penulis 
kepada 15 responden, dan berikut ini adalah 5 contoh kasus yang 
mewakili alasan debitor melakukan pinjaman kepada kreditor. Seperti 
wawancara bersama ibu SN Pada tanggal 08 Januari 2013 di 
Kelurahan Tumampua, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep, 
mengatakan bahwa alasan meminjam uang kepada  rentenir karena 
membiayai pengeluaran sehari-hari. Hal ini sering dilakukan ibu SN 
pada pertengahan bulan atau mendekati akhir bulan. Ibu SN 
menjelaskan bahwa gaji suami terkadang tidak mencukupi lagi untuk 
belanja dapur. Sehingga memutuskan untuk meminjam pada rentenir 
dengan janji akan dilunasi pada awal bulan setelah suaminya terima 
gaji. Namun ibu SN tidak pernah memberi tahu suaminya jika ia 
meminjam uang pada rentenir, sebab uang yang dipinjamnya tidak 
hanya digunakan untuk keperluan dapur, namun separuhnya juga 
biasa digunakan untuk membayar arisan. Sehingga hal yang timbul 
yakni sebagaimana kata pepatah “Lebih Besar Pasak daripada Tiang”. 
Namun sebenarnya hal ini disadari oleh ibu SN karena bunganya yang 
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tinggi, maka ibu SN biasanya hanya meminjam sekitar Rp. 500.000 – 
Rp. 1.000.000,-. Ini pun dikatakan olehnya sudah cukup berat, dimana 
jika ia meminjam sebanyak Rp. 1.000.000,-, maka yang harus 
dikembalikannya kepada kreditor sebanyak Rp. 1.200.000. Kelebihan 
inilah yang sulit untuk ditutupi oleh ibu SN. Sehingga terkadang ibu SN 
harus berbohong kepada suaminya untuk mendapatkan uang 
tambahan. 
Dari alasan di atas menurut penulis, nampak bahwa ibu SN 
memiliki tingkat konsumsi relatif tinggi. Semestinya ibu SN meminjam 
uang sesuai kebutuhan saja. Sehingga tidak akan terjadi lebih besar 
pasak dari pada tiang. 
Selanjutnya alasan lain debitor melakukan pinjaman, yakni 
melalui wawancara bersama ibu HN Pada tanggal 11 Januari 2013 di 
Kelurahan Tumampua, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep, 
mengatakan bahwa terpaksa mengambil uang pada rentenir karena 
alasan untuk membiayai pengobatan. Hal ini disebabkan karena 
mengambil uang pada rentenir dianggap lebih mudah tanpa adanya 
syarat dan proses yang berbelit-belit. Berbeda dengan Lembaga 
peminjaman yang membutuhkan syarat dan prosesnya lama. Apalagi 
pada saat itu ibu HN berada dalam kondisi yang betul-betul sangat 
terdesak demi pengobatan keluarganya yang saat itu dirawat di rumah 
sakit sehingga tanpa berpikir terlalu panjang tentang bagaimana cara 
melunasinya dan bunga yang diberikan oleh rentenir, ibu HN langsung 
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saja memilih rentenir sebagai tempat pertolongan untuk meminjam 
uang. 
Menururt penulis dari kasus ini, jelas bahwa kebanyakan dari 
masyarakat memang lebih banyak memilih meminjam uang tanpa 
adanya syarat dan proses yang berbelit-belit. Apalagi ditambah pada 
kondisi yang memang betul-betul terdesak. Hal ini bisa menjadi 
pelajaran bahwa pada Lembaga Peminjaman seharusnya bisa lebih 
profesional melayani dalam memberikan pinjaman. Hal ini 
dimaksudkan agar para debitor tidak beranggapan negatif dengan 
memunculkan statement bahwa “di tempat ini prosesnya lama, di 
tempat ini syaratnya berat, di tempat ini potongannya besar”, sebab 
salah satu indikator dikatakan layaknya suatu Lembaga tergantung 
dari pelayanannya. 
Selain itu, salah satu korban dari rentenir yang penulis 
wawancarai adalah pasangan suami istri yaitu bapak NA pada Tanggal 
12 Januari 2013 di Kelurahan Tumampua, Kecamatan Pangkajene, 
Kabupaten Pangkep, bapak NA mengatakan terpaksa meminjam uang 
kepada rentenir karena harus membayar biaya pendidikan anaknya 
yang akan mendaftar Polisi. Dua tahun lalu bapak “NA” beserta istri 
meminjam uang ke rentenir masing-masing sebanyak Rp. 16.000.000 ( 
enam belas juta rupiah ) jadi total pinjaman mereka berdua adalah Rp. 
32.000.000 (tiga puluh dua juta rupiah). Dari total pinjaman tersebut, 
rentenir meminta bunga 10% setiap bulannya, jadi bunga setiap bulan 
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yang harus di bayar oleh debitor adalah sebesar Rp. 3.200.000 (tiga 
juta dua ratus ribu rupiah). Pada bulan pertama sampai dengan bulan 
ke tiga debitor membayar bunga dari pinjamannya tepat waktu, tapi 
pada bulan keempat sampai bulan ke delapan debitor menunggak 
pembayaran. Berikut adalah tabel hitungan besarnya bunga yang 
harus di bayar debitor dalam jangka waktu 5 bulan penunggakan : 
Bulan Bunga Bunga Berbunga Total 
4 
5 
6 
7 
8 
Rp. 3.200.000 
Rp. 3.200.000 
Rp. 3.200.000 
Rp. 3.200.000 
Rp. 3.200.000 
Rp. 300.000 
Rp. 300.000 
Rp. 300.000 
Rp. 300.000 
Rp. 300.000 
Rp. 3.500.000 
Rp. 3.500.000 
Rp. 3.500.000 
Rp. 3.500.000 
Rp. 3.500.000 
TOTAL Rp. 17.500.000 
Dari tabel diatas dapat di lihat bunga yang harus dibayar 
debitor dalam waktu 5 bulan tunggakan yaitu sebesar Rp. 17.500.000 
belum termasuk pinjaman pokok. Besarnya pinjaman pokok di tambah 
jumlah tunggakan yaitu Rp. 32.000.000 ditambah tunggakan Rp. 
17.500.000 jadi total utang debitor sekarang sebanyak Rp 49.500.000. 
Karena tidak bisa membayar, kreditor yang tadinya melakukan tagihan 
lewat telepon sekarang langsung mendatangi rumah debitor terus 
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menerus. Dalam penagihannya rentenir menggunakan jasa seorang 
debt collector untuk menagih utang. Tagihan lewat telepon dan 
didatangi dalam waktu yang sering membuat debitor menjadi sangat 
terganggu dan hidup tidak tenang, belum lagi ditambah dengan tim 
penagih utang yang datang ke rumah debitor dan memberi ancaman 
terus menerus. 
Melihat keadaan yang semakin sulit, akhirnya bapak “NA” 
mendatangi rentenir dan membicarakan tentang pinjaman dan 
besarnya bunga yang menurut debitor sangat tidak masuk akal. 
Setelah berbicara panjang lebar disertai dengan emosi akhirnya 
rentenir memberi jalan keluar yang tentunya hanya menguntungkan 
dirinya sendiri. Rentenir menyarankan kepada bapak “NA” untuk 
menjual rumahnya kepada si rentenir agar utang beserta bunganya 
lunas dan karena harga rumah yang disepakati lebih tinggi dari jumlah 
utang debitor yaitu Rp. 220.000.000.-, sehingga sisa uang yang 
diterima oleh debitor yakni Rp. 170.500.000,- setelah dipotong utang 
ditambah bunga sebanyak Rp. 49.500.000,-. 
Menurut penulis dari masalah di atas, kita dapat mengambil 
pelajaran bahwa ketika mengalami masalah yang berhubungan 
dengan keuangan, jangan terlalu cepat mengambil keputusan untuk 
meminjam uang kepada rentenir. Sebab hal ini bersifat fatal, dimana 
jumlah bunga yang besar akan mempersulit para debitor, 
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sebagaimana Bapak NA yang sebenarnya tergolong mampu untuk 
mengambil pinjaman ke Bank namun karena bertindak tanpa pikir 
panjang, sehingga memilih meminjam uang pada rentenir. Alhasil 
untuk melunasi utangnya ternyata si rentenir memberikan solusi yang 
menguntungkan dirinya sendiri yakni dengan memberikan solusi agar 
bapak NA menjual rumahnya. Kejadian inilah yang mestinya menjadi 
pelajaran besar bagi masyarakat terkhusus kepada bapak NA.      
Kemudian alasan lain debitor melakukan pinjaman yakni 
sebagai modal usaha. Berdasarkan wawancara bersama ibu AA pada 
Tanggal 15 Januari 2013 di Kelurahan Tumampua, Kecamatan 
Pangkajene, Kabupaten Pangkep, mengatakan bahwa mengambil 
pinjaman lewat rentenir sebagai modal usaha, prosesnya terasa jauh 
lebih mudah. Sebab Kreditor beranggapan bahwa uang yang 
dipinjamkannya untuk modal usaha tentunya lebih mudah dan lebih 
pasti untuk dikembalikan, hal ini pula yang biasanya menjadi dasar 
kreditor menerapkan bunga yang tinggi kepada debitor, karena kreditor 
juga mengharapkan keuntungan dari usaha yang dilakukan debitor. Ibu 
AA juga menambahkan bahwa modal usaha melalui rentenir umumnya 
proses mencairkannya mudah, inilah yang membuatnya tertarik untuk 
mengambil uang pada rentenir. Namun ibu AA juga mengatakan 
bahwa pada angsuran pertama dan kedua terasa ringan, namun pada 
angsuran selanjutnya mulai terasa berat, hal ini tentunya dipengaruhi 
oleh jumlah bunga yang diberikan terlalu besar. Contoh lain debitor 
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yang meminjam uang untuk modal usaha yaitu debitor yang berinisial 
Ibu AR. Ia meminjam uang kepada rentenir sebagai modal usaha 
sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Ibu AR 
selalu menunda tempo pembayaran hutangnya karena ia tidak 
memiliki penghasilan tetap (pedagang makanan kecil). Setelah dua 
bulan jatuh tempo, Ibu AR terkejut ketika mengetahui hutangnya 
menjadi Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah). Namun dengan bantuan 
tetangga, ia akhirnya melunasi semua hutangnya, dan setelah itu tidak 
lagi meminjam uang kepada rentenir. 
Menurut penulis meminjam uang dengan tujuan sebagai modal 
usaha merupakan langkah yang paling baik dilakukan masyarakat 
dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Namun bunga dari uang 
pinjaman tersebut haruslah sesuai dengan jumlah nominal pinjaman. 
Hal inilah yang kebanyakan salah di masyarakat, yang dilakukan ibu 
AA dan Ibu AR merupakan langkah yang betul, namun alangkah 
baiknya melakukan pinjaman pada tempat-tempat yang memiliki bunga 
pinjaman yang rendah. 
Alasan terakhir debitor meminjam uang pada rentenir yakni untuk 
menutup utang. Melalui wawancara dengan ibu NA Pada tanggal 18 
Januari 2013 di Kelurahan Tumampua, Kecamatan Pangkajene, 
Kabupaten Pangkep, beliau mengatakan tujuannya meminjam uang 
untuk melunasi utangnya yang terdahulu. Ibu NA mengatakan bahwa 
ketika utangnya sudah jatuh tempo untuk dilunasi, maka ia segera 
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mencari pinjaman kepada rentenir yang lain. Hal ini dimaksudkan agar 
tidak ada barang miliknya disita oleh kreditor. 
Hal ini sama dengan kata pepatah “gali lubang tutup lubang”. Ibu 
NA menyatakan bahwa ia sadar betul kalau menutupi utang 
menggunakan uang pinjaman, maka akan semakin memperbesar 
utangnya, meskipun pada kreditor yang berbeda. Sebagai contoh 
bahwa utangnya yang jatuh tempo sebanyak Rp. 1.000.000,- 
kemudian ibu NA meminjam uang pada kreditor lain dengan jumlah 
yang sama yakni Rp. 1.000.000, ini diluar dari pada bunga. Sekarang 
uang yang dipinjamkan tadi memiliki bunga 20%, sehingga utang yang 
awalnya Rp. 1.000.000,- harus dilunasi sebesar Rp. 1.200.000,-. 
Nampak bahwa utang ibu NA semakin besar. Uang inilah yang 
digunakan untuk melunasi utang yang jatuh tempo, namun disisi lain 
yang membuatnya merasa tenang yakni waktu / tempo pelunasan 
utangnya semakin diperpanjang. Beliau mengatakan urusan pelunasan 
utang nanti dipikir yang jelasnya, barang miliknya tidak jadi untuk 
disita. 
Menurut penulis jika hal ini terus dilakukan oleh ibu NA, maka 
tentunya akan menjadi masalah dikemudian hari karena jumlah bunga 
pinjamannya semakin membengkak. Sebaiknya uang yang 
dipinjamnya itu, separuhnya digunakan untuk usaha agar bisa 
membantu melunasi bunga dari uang yang dipinjamnya. 
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C. Upaya Perlindungan Hukum Bagi Para Debitor Dalam Perjanjian 
Riba 
Makin sulitnya kondisi ekonomi masyarakat saat ini membuat 
banyak masyarakat yang mengambil jalan pintas untuk menyelesaikan 
problem kehidupan. Peluang ini dimanfaatkan oleh rentenir ibarat 
sudah jatuh, masyarakat yang terpaksa menerima bantuan rentenir, 
masih harus tertimpa tangga pula. Karena harus dibelit bunga 
berbunga yang semakin mencekik leher. Bagi para peminjam (debitor) 
yang bisa melunasi utangnya tepat waktu mungkin masih bisa 
bernafas lega, beda halnya dengan para debitor yang tidak bisa 
melunasi utang kepada rentenir tepat waktu. 
 Bagi seorang rentenir, hidup adalah mengumpulkan harta 
sebanyak-banyaknya tanpa mempedulikan apa esensi dari 
perbuatannya. Ketika ada seorang debitor datang padanya, tak segan-
segan para kreditor membantu debitornya tersebut dengan 
memberikan sejumlah uang yang mereka butuhkan dengan meminta 
jaminan atau kadang mereka tidak meminta jaminan kalau besar 
pinjaman di bawah Rp.500.000, biasanya mereka hanya berdasar 
pada saling percaya antara kreditor dan debitor. Sebagian besar orang 
yang memohon bantuannya tersebut adalah orang yang sedang 
mengalami kesulitan ekonomi. Dalam surat perjanjian yang ditawarkan 
rentenir kepada debitornya, tertera kata-kata “uang titipan”. Seolah-
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olah sang rentenir ingin mempersepsikan dirinya sebagai orang yang 
menitipkan uang kepada debitornya. Rentenir dikesankan bukan 
sebagai orang yang memberi pinjaman uang dengan bunga. Walaupun 
kenyataannya adalah pinjaman uang dengan bunga. Dalam 
kenyataannya, ada beberapa tindakan rentenir yang sebenarnya tidak 
layak untuk ditoleransi, sebab hal ini dapat menganggu ketenangan 
dan kenyaman debitor, tindakan tersebut antara lain : 
Rentenir mengirimkan utusan penagih utang baik itu kolektor 
atau debt collector bahkan ada yang menggunakan oknum aparat 
seperti tentara ataupun polisi yang senantiasa dapat menekan kondisi 
psikologis dari debitor yang mengalami tunggakan angsuran. Dimana 
kolektor atau debt collector ini menangih pinjaman dengan cara yang 
kasar, tidak mempunyai perasaan bahkan tidak mau tahu alasan atau 
kesulitan dari sang debitor. Suasana ini sangat berbeda ketika pada 
saat awal rentenir menawarkan dana pinjaman kepada debitor dengan 
cara yang halus, sopan santun, bahkan dengan senyum yang manis. 
Tindakan lain rentenir  yang tidak bisa ditoleransi yakni bila 
rentenir atau debt collector mulai meneror lewat telepon tanpa 
mengenal waktu, baik itu pagi, siang sampai pada malam hari. Hal ini 
tentunya menganggu ketenangan dan kenyamanan serta waktu 
istirahat sang debitor.   
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Berikut ini merupakan salah satu kasus akibat tindakan rentenir 
yang berlebihan, dimana penulis melakukan wawancara terhadap 
pasangan suami istri yaitu bapak “NA” yang terpaksa meminjam uang 
kepada rentenir karena harus membayar biaya pendidikan anaknya 
yang akan mendaftar Polisi. Dua tahun lalu bapak “NA” beserta istri 
meminjam uang ke rentenir masing-masing sebanyak Rp. 16.000.000 ( 
enam belas juta rupiah ) jadi total pinjaman mereka berdua adalah Rp. 
32.000.000 ( tiga puluh dua juta rupiah ). Dari total pinjaman tersebut, 
rentenir meminta bunga 10% setiap bulannya, jadi bunga setiap bulan 
yang harus di bayar oleh debitor adalah sebesar Rp. 3.200.000 (tiga 
juta dua ratus ribu rupiah). Pada bulan pertama sampai dengan bulan 
ke tiga debitor membayar bunga dari pinjamannya tepat waktu, tapi 
pada bulan keempat sampai bulan ke delapan debitor menunggak 
pembayaran. Berikut adalah tabel hitungan besarnya bunga yang 
harus di bayar debitor dalam jangka waktu 5 bulan penunggakan : 
Bulan Bunga Bunga Berbunga Total 
4 
5 
6 
7 
Rp. 3.200.000 
Rp. 3.200.000 
Rp. 3.200.000 
Rp. 3.200.000 
Rp. 300.000 
Rp. 300.000 
Rp. 300.000 
Rp. 300.000 
Rp. 3.500.000 
Rp. 3.500.000 
Rp. 3.500.000 
Rp. 3.500.000 
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8 Rp. 3.200.000 Rp. 300.000 Rp. 3.500.000 
TOTAL Rp. 17.500.000 
Dari tabel diatas dapat di lihat bunga yang harus dibayar 
debitor dalam waktu 5 bulan tunggakan yaitu sebesar Rp. 17.500.000 
belum termasuk pinjaman pokok. Besarnya pinjaman pokok di tambah 
jumlah tunggakan yaitu Rp. 32.000.000 ditambah tunggakan Rp. 
17.500.000 jadi total utang debitor sekarang sebanyak Rp 49.500.000. 
Karena tidak bisa membayar, kreditor yang tadinya melakukan tagihan 
lewat telepon sekarang langsung mendatangi rumah debitor terus 
menerus. Dalam penagihannya rentenir akan menggunakan jasa 
seorang debt collector untuk menagih utang.  Tagihan lewat telepon 
dan didatangi dalam waktu yang sering membuat debitor menjadi 
sangat terganggu dan hidup tidak tenang, belum lagi ditambah dengan 
ulah rentenir yang menyuruh tim penagih utang untuk datang ke rumah 
debitor dan memberi ancaman terus menerus sebelum utang terbayar 
lunas berikut bunganya.   
Melihat keadaan yang semakin sulit, akhirnya bapak “NA” 
mendatangi rentenir dan membicarakan tentang pinjaman dan 
besarnya bunga yang menurut debitor sangat tidak masuk akal. 
Setelah berbicara panjang lebar disertai dengan emosi akhirnya 
rentenir memberi jalan keluar yang tentunya hanya menguntungkan 
dirinya sendiri. Rentenir menyarankan kepada bapak “NA” untuk 
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menjual rumahnya kepada si rentenir agar utang beserta bunganya 
lunas dan karena harga yang di sepakati lebih tinggi dari jumlah utang 
debitor. 
Terdapat berbagai macam upaya hukum yang dapat dilakukan 
untuk melindungi kepentingan-kepentingan debitor terhadap akibat-
akibat yang tidak diinginkan dari perjanjian riba. Perlindungan hukum 
secara perdata terhadap debitor dapat dilakukan dengan cara 
melakukan gugatan kepada kreditor di pengadilan negeri. Melalui 
gugatan tersebut, hakim dapat menetapkan apabila ada alasan yang 
sah untuk membatalkan perjanjian riba yang merugikan atau dengan 
mengurangi beban kewajiban yang dihutangi oleh debitor sesuai 
dengan standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Hal ini sesuai 
dengan aturan Pembatasan bunga yang terlampau tinggi hanya 
dikenal dalam bentuk Woeker-ordonantie 1938, yang dimuat dalam 
Staatblaad (Lembaran Negara) tahun 1938 No. 524, yang 
menetapkan:  
 “Apabila antara kewajiban-kewajiban bertimbal-balik dari kedua 
belah pihak dari semula terdapat suatu ketidak-seimbangan yang luar 
biasa, maka si berutang dapat meminta kepada Hakim untuk 
menurunkan bunga yang telah diperjanjikan ataupun untuk 
membatalkan perjanjiannya”. (R. Subekti, 1985: 130) 
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Pengurangan standar tersebut bisa jadi ditetapkan dengan 
melakukan pengurangan jumlah bunga dengan mengikut kepada 
standar yang ditetapkan sebagai “bunga moratoir”. Perkataan 
moratoir  berasal dari perkataan latin “mora” yang berarti kealpaan 
atau kelalaian. Jadi, bunga moratoir berarti bunga yang harus dibayar 
(sebagai hukuman) karena debitor itu alpa atau lalai membayar 
hutangnya. Oleh suatu undang-undang yang dimuat dalam Lembaran 
Negara (staatsblad) tahun 1848 Nomor 22. Bunga tersebut ditetapkan 
6 (enam) persen setahun, dan menurut Pasal 1250 KUHPerdata yang 
merumuskan bahwa: 
“Dalam tiap-tiap perikatan yang semata-mata berhubungan 
dengan pembayaran sejumlah uang, penggantian biaya, rugi 
dan bunga sekadar disebabkan terlambatnya pelaksanaan, 
hanya terdiri atas bunga yang ditentukan oleh undang-undang, 
dengan tidak mengurangi peraturan-peraturan undang-undang 
khusus. 
Penggantian biaya, rugi dan bungan tersebut wajib dibayar, 
dengan tidak usah dibuktikannya sesuatu kerugian oleh si 
berpiutang. 
Penggantian biaya, rugi dan bunga itu hanya harus dibayar 
terhitung mulai dari ia diminta di muka Pengadilan, kecuali 
dalam hal-hal dimana undang-undang menetapkan bahwa ia 
berlaku demi hukum.” 
 
Oleh karena itu, bunga yang dapat dituntut oleh kreditor tidak 
boleh melebihi persenan yang ditetapkan dalam pasal tersebut, dan 
juga ditentukan bahwa bunga tersebut baru dihitung sejak dituntutnya 
kepada pengadilan, jadi sejak dimasukkannya surat gugat.   
Penulis berpendapat lebih baik melakukan negosiasi atau 
membuat perjanjian baru yang disesuaikan dengan kemampuan 
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debitor saat itu, yakni dengan cara memangkas bunga berbunga atau 
menyetop bunga yang berjalan. Dengan melakukan hal ini tentunya 
utang debitor mulai terasa normal untuk diselesaikan.   
Selain dari hal tersebut, pemerintah juga telah mengeluarkan 
kebijakan pinjaman kredit modal usaha atau modal kerja kepada para 
pelaku usaha mikro ekonomi. Perlindungan hukum secara pidana juga 
dapat diberikan dengan memberikan sanksi pidana terhadap setiap 
kreditor yang melakukan paksaan terhadap debitor untuk mengadakan 
perjanjian riba.  
D. Sikap dan Pandangan Hakim Terhadap Perjanjian Riba 
Berdasarkan wawancara Pada tanggal 06 Januari 2013  
bersama Andi Wilham, Hakim di Pengadilan Negeri Pangkep, beliau 
menjelaskan bahwa dalam menyikapi perjanjian riba berpendapat 
bahwa mengenai pinjam-meminjam uang yang disertai dengan bunga 
itu dibenarkan menurut hukum, karena hal ini berdasarkan 
ketentuan Pasal 1765 KUH Perdata, yang merumuskan : 
"Bahwa adalah diperbolehkan memperjanjikan bunga atas 
pinjaman uang atau barang lain yang habis karena pemakaian". 
Lebih lanjut menurut Hakim, berapa pun nominal bunga yang 
diperjanjikan itu sah asal selama tidak dilarang oleh peraturan 
perundang-undangan. Menurutnya, Woeker-ordonantie 1938, yang 
dimuat dalam Staatblaad (Lembaran Negara) tahun 1938 No. 524 
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(hakim menerjemahkan istilah “woeker” dengan istilah “pelepasan 
uang”) hanya mengatur pembatasan bunga yang terlampau tinggi yang 
dimana ordonansi menetapkan, apabila antara kewajiban-kewajiban 
bertimbal-balik dari kedua belah pihak dari semula terdapat suatu 
ketidak-seimbangan yang luar biasa, maka si berutang dapat meminta 
kepada hakim untuk “Menurunkan bunga yang telah diperjanjikan 
ataupun untuk membatalkan perjanjiannya”. 
 Menurut hakim, berapapun nominal bunga, asalkan 
berdasarkan kesepakatan para pihak dan tidak ada alasan-alasan 
untuk membatalkan atau mengurangi beban bunga, maka perjanjian 
riba tetap sah. Hakim juga menyatakan bahwa dirinya memang belum 
pernah sama sekali memutus kasus yang gugatannya memohon untuk 
pembatalan perjanjian riba atau gugatan pengurangan kewajiban 
(nominal bunga). Lebih lanjut, hakim menyatakan bahwa apabila ia 
suatu saat dihadapkan dipersidangan untuk mengadili kasus perjanjian 
riba, maka permohonan debitor tidak akan ia kabulkan apabila dalam 
melaksanakan perjanjian riba si debitor terbukti telah melakukan 
perhitungan yang matang berkenaan dengan kemungkinan-
kemungkinan serta tidak adanya faktor kecerobohan, kurang 
pengalaman, keadaan darurat dan syarat-syarat pembatalan perjanjian 
lain yang diatur di luar Woeker Ordonantie tersebut. Hakim 
mengatakan bahwa syarat-syarat pembatalan perjanjian riba yang 
diatur secara eksplisit di dalam Woeker Ordonantie adalah cacat 
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kehendak yang menghimpun keadaan khilaf, paksaan, penipuan, dan 
penyalahgunaan keadaan. Pasal 1321 KUHPerdata merumuskan 
sebagai berikut :  
“Tiada kesepakatan yang sah apabila sepakat itu diberikan 
karena kekhilafan, atau yang diperoleh dengan paksaan atau 
penipuan”. 
Kesepakatan ini biasanya terjadi karena salah satu pihak tidak 
dapat mengemukakan kehendaknya secara murni. Berdasarkan Pasal 
1321 KUHPerdata cacat kehendak ini sebagai akibat dari adanya 
kekhilafan, penipuan, atau paksaan. 
 Tidak berbeda dengan hasil wawancara bersama bapak 
Wahyu Sudrajat, Hakim Pengadilan Negeri Pangkep Pada tanggal 07 
Januari 2013, beliau mengatakan bahwa praktek riba dari segi agama 
jelas diharamkan, namun dari segi hukum di Indonesia perbuatan 
pinjam meminjam uang disertai bunga adalah suatu perbuatan yang 
legal atau tidak dilarang dan juga tidak dapat dipidana. Sebab hal 
tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 1765 KUH Perdata yang 
merumuskan: “bahwa adalah diperbolehkan memperjanjikan bunga 
atas pinjaman uang atau barang lain yang habis karena pemakaian”. 
Beliau juga menambahkan bahwa perbuatan yang dilakukan 
pihak yang menyalurkan atau meminjamkan uang dengan bunga 
(rentenir) tidak dilarang dalam UU Perbankan, sehingga demikian 
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rentenir tidak dapat dikategorikan sebagai suatu tindak pidana 
perbankan. 
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BAB V 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan pembahasan di atas, maka penulis menyimpulkan 
hal-hal sebagai berikut: 
1. Praktik perjanjian riba di kabupaten Pangkep mempunyai 
karakteristik yakni besarnya bunga melebihi standar yang 
ditetapkan Bank Indonesia, jumlah nominal pinjaman tidak sesuai 
dengan  nilai barang yang dijaminkan, dan tidak disyaratkan 
adanya barang jaminan untuk kredit-kredit kecil kecuali kredit-kredit 
besar, serta praktik riba dijalankan oleh individu sebagai pemilik 
modal.     
2. Perlindungan hukum secara perdata terhadap debitor dapat 
dilakukan dengan cara melakukan gugatan kepada kreditor di 
pengadilan negeri. Melalui gugatan tersebut, hakim dapat 
menetapkan apabila ada alasan yang sah untuk membatalkan 
perjanjian rentenir yang merugikan atau dengan mengurangi beban 
kewajiban yang dihutangi oleh debitor sesuai dengan standar yang 
telah ditetapkan oleh pemerintah. Hal ini sesuai dengan aturan 
Pembatasan bunga yang terlampau tinggi hanya dikenal dalam 
bentuk Woeker-ordonantie 1938, yang dimuat dalam Staatblaad 
(Lembaran Negara) tahun 1938 No. 524, yang menetapkan: 
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“Apabila antara kewajiban-kewajiban bertimbal-balik dari kedua 
belah pihak dari semula terdapat suatu ketidak-seimbangan yang 
luar biasa, maka si berutang dapat meminta kepada Hakim untuk 
menurunkan bunga yang telah diperjanjikan ataupun untuk 
membatalkan perjanjiannya”. (R. Subekti, 1985: 130) 
3. Hakim pada intinya menyatakan bahwa praktek pinjam meminjam 
uang disertai bunga adalah suatu perbuatan yang legal atau tidak 
dilarang dan juga tidak dapat dipidana. Sebab hal tersebut sesuai 
dengan ketentuan pasal 1765 KUH Perdata yang merumuskan: 
“bahwa adalah diperbolehkan memperjanjikan bunga atas pinjaman 
uang atau barang lain yang habis karena pemakaian”.  
Selain itu perbuatan yang dilakukan pihak yang menyalurkan atau 
meminjamkan uang dengan bunga (rentenir) tidak dilarang dalam 
UU Perbankan, sehingga demikian rentenir tidak dapat 
dikategorikan sebagai suatu tindak pidana perbankan. 
 
B. Saran 
Penulis menyarankan hal-hal sebagai berikut: 
1. Perlu dibuat suatu lembaga khusus yang berwenang dalam 
melakukan pemantauan, pengorganisasian dan penertiban usaha-
usaha yang menjalankan jasa kredit melalui perjanjian riba agar 
para pelaku usaha tidak sewenang-wenang dalam melakukan 
pekerjaannya; 
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2. Seharusnya perbuatan pelaku usaha yang menjalankan usaha jasa 
kredit melalui perjanjian riba yang terbukti melanggar batas 
maksimum yang telah ditetapkan oleh pemerintah untuk dilakukan 
kriminalisasi terhadap perbuatan tersebut sehingga para pelakunya 
dapat ditindak dengan hukum pidana; 
3. Penulis menyarankan agar istilah “woeker” tidak diterjemahkan 
dengan istilah ”riba” untuk menghindari kesalahpahaman dan 
benturan makna dengan istilah riba yang dipakai dalam terminologi 
hukum Islam. 
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